
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA ANTARA 

PEMILIK LAHAN BATU MARMER DI DUKUH KAJARAN 

DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN PT. JAVA STONE PERKASA TULUNGAGUNG 

 

 

SKRIPSI 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Ernawati 

NIM: 210216084 

 

Pembimbing: 

Hj.Atik Abidah,M.S.I 

NIM: 197605082000032001 

 

 

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PONOROGO 

2021 



 

 

ABSTRAK 

 

Ernawati. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik 

Lahan Batu Marmer Dukun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Hj. Atik Abidah M.S.I. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Kerja, Lahan Batu Marmer. 

 

ija<rah merupakan perjanjian sewa menyewa yang berkenaan dengan 

kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, dengan memberikan 

pembayaran sewa tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana 

Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dukun Kajaran Desa Temon 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjaun 

Hukum Islam terhadap praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer di Dukuh 

Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java 

Stone Perkasa Tulungagung. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap 

sistem pengupahan dalam praktik kerja antara pamilik lahan batu marmer Dusun 

Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java 

Stone Perkasa Tulungagung. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam trhadap 

berakhirnya sewa dalam praktik krja antara pamilik lahan batu marmer Dusun 

Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java 

Stone Perkasa Tulungagung.a 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dan 

menggunakan pendekatan kualiatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan adalah analisis induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) akad yang digunakan dalam 

praktik sewa sesuai dengan hukum Islam, karena kerelaan kedua belah pihak, dan 

objek akad (manfaat)sudah sesuai dan jelas objek akadpun diserahkan secara 

nyata. 2) sistem pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam bentuk dan 

manfaatnya diketahui nilainya dan tidak sejenis. Akan tetapi tidak memenuhi 

syarat dari penerima upah, pembayaran sewa belum sesuai hukum Islam karena 

adanya penunggakan dalam pembayaran tidak sesuai waktu yang telah disepakati. 

3) sistem berakhirnya sewa dalam praktikkerja sudah sesuai dengan jangka waktu 

yang disepakati akan tetapi tidak sesuai dalan hukum Islam yaitu belum 

mengosongkan tempat yang lahan dan masih banyak alat-alat PT. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al- ija<rah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasa adalah al-

iwadh, arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut MA. 

Tihami, Al- ija<rah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan 

dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, dengan 

memberikan pembayaran sewa tertentu.
1
  

Menurut istilah ija<rah dalah menukarkan sesuatu dengan adanya 

imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa 

dan upah-mengupah. Hidup berm uamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.
2
 

…                         …     

Artinya: “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 

dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”.)QS. Al-Ma‟idah: 2)
3
 

 

ija<rah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau 

menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain 

sebagainya.
4
  

                                                           
1
 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah,  Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

167. 
2
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 4.  

3
 Al-Qur‟an, 5:2. 

4
 Ibid,.6 



 

 

ija<rah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 

Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan Islam. Ijarah secara sederhana diartikan dengan 

“Transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Menurut istilah, para 

ulama berbeda-beda mendefinisikan, ija<rah iantaranya adalah: Menurut 

Hanafiyah bahwa ijārah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat 

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

Sedangkan menurut Malikiyah bahwa ijārah adalah nama bagi akad-akad 

untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan dan menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
5
 

Dalam mengatur mengenai upah dalam hukum Islam, yaitu pemilik jasa 

yang melakukan transaksi terhadap jasa tertentu yang diambil kemanfaatanya 

dari sesuatu yang disewa, maka apabila transaksi sudah usai makan harus 

memberikan imbalan atau upah terhadapa orang yang diambil tenaganya.
6
  

Untuk mengontrak seorang ajīr tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, 

waktu dan upah harus dijelaskan. Sehingga tidak kabur, karena transaksi 

ijarah yang masih kabur adalah fasak (rusak). Menurut Fatwa DSN MUI No. 

09/DSN-MUI/IV/2000, ija>rah adalah: “Akad pemindahan hak guna pakai 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

                                                           
5
 Ibid,.168 

6
 Kinanti Merga Insyiroh, Tinjauan Fiqih Ijarah Terhadap Praktik Pengupahan 

Karyawan Di Toko Esge Ponorogo, Skirpsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).4. 



 

 

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu 

sendiri. 
7
 

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang 

menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak 

yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam 

memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa 

prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. 

 Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadith Nabi Muhammad Saw 

yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja 

sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa 

yang dikerjakan.” (Riwayat Ibnu Majah). Islam menekankan perlunya 

keadilan dalam segala hal, yang salah satunya mengenai keadilan dalam 

waktu kerja kepada pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah pihak yang 

terdzalimi antar kedua pihak maka besaran upah dalam memperkerjakan 

seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari 

penerima kerja maupun pekerja. Menetapkan upah yang adil bagi seorang 

buruh sesuai kehendak Shari‟ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. 

Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan 

dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam 

dunia kerja. 
8
 

ija<rah adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya 

adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Maka menurut Abu Hanifah, wajib 

                                                           
7
  Ibid,.5 

8
  Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah,  Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 172. 



 

 

diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang 

diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri, jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewakan 

kepada musta‟jir ia berhak menerima bayaranya, karena penyewa (musta‟jir) 

sudah menerima kegunaan.
9
 Ketika pekerjaanya selesai dikerjakan, beralasan 

kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw, Bersabda:  

عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا الَْْجِيَر أَجْرَهُ 

 قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقوُُ. )رواه إبن ماجة(
Artinya: “ …Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah 

bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya 

kering.”  ( Riwayat Ibnu Majah).
10

 

 

Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak hal yang dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin beragam 

diantaranya sewa menyewa. Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan 

masyarakat ada perbedaan dengan teori, karena kurang luasnya pengetahuan 

masyarakat selama ini dan tidak menerapkan teori yang ada dalam Islam.  

Salah satu praktik sewa menyewa yang menarik paneliti iyalah sewa 

menyewa yang terjadi di Dusun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo.  

Peneliti akan mengupas salah satu desa yang sangat indah dengan 

keberadaan gunung bhayangkaki dan wisata lainya yaitu Desa Temon, Desa 

Temon adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sawoo yang 

                                                           
9
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 121. 

10
 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Hadits (Jakarta: Bhuana ilmu Populer, 2013),40. 



 

 

letaknya terasa diatas awan sebutan para anak muda yang menyebut Desa 

Temon sebagai desa diatas awan karena medan dan letak desanya yang diatas. 

Desa Temon temasuk desa yang banyak penduduknya dan Desa Temon 

adalah salah satu desa yang memiliki wisata yang bisa memikat para 

wisatawan untuk melangkahkan kaki mendaki ke gunung bhayangkaki dan 

air terjun kokok yang indah, jumlah penduduk Desa Temon sekitar 7.610 

penduduk tetap 3.870 laki-laki dan 3.740 perempuan.
11

 

Akan tetapi disini peneliti hanya akan fokus ke salah satu dusun yang 

disini sebagai pemilik lahan batu marmer terbanyak di Desa Temon yaitu 

dusun Kajaran, dusun Kajara adalah bagian dari Desa Temon yang baru-baru 

ini viral dikalangan pecinta alam akan icon gunung Bhayangkakinya dengan 

kreatifitas anak-anak karantaruna desa mengaktifkan sebuah wisata gunung 

bhayangkaki Desa Temon, dusun Kajaran ini berletak di dibawah gunung 

bhayangkaki disitu terdapat banyak batu marmer yang ada di lahan-lahan 

masyarakat setempat, dengan adanya batu marmer di dusun tersebut ada PT 

yang berniatan untuk kerjasama dengan pemilik lahan. 

Dan PT. JAVA STONE PERKASA TULUNGAGUNG menawarkan 

kerjasama dengan praktik ija>rah (sewa-menyewa) antara pemilik lahan dan 

PT pun membuat sebuah perjanjian, akan tetapi kurangnya pengetahuan akan 

hukum Islam dalam masyarakat belum sepenuhnya memahami antara teori 

dan praktik, seperti yang terjadi di Dusun Kajaran tersebut terdapat 5 Pemilik 

lahan yang dipenuhi oleh batu marmer yaitu bapak Slamet A, bapak Samirin, 

                                                           
11

 Triono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 september 2020. 



 

 

bapak Slamet B, bapak Suji, dan bapak Wahono . dengan berjalannya waktu 

ada beberapa yang terjadi dalam pengolahan tambang batu marmer tersebut.
12

 

Dalam  hukum Islam dalam sewa menyewa adalah harus untuh dengan 

barang yang disewa tidak terjadi kerusakan dengan beriringnya waktu terjadi 

kerusakan pada tanah yang dilewati oleh alat-alat berat yang digunakan dalam 

pengambilan batu marmernya, sedangkan dalam perjanjian hanya mengambil 

batu marmer dan pemilik masih bisa bercocok tanam dilahan tersebut akan 

tetapi perjanjian itu tidak berlaku karena terjadinya kerusakan seluruh tanah 

lahan tersebut, selain lahan yang dimiliki 5 Pemilik lahan tersebut melewati 

beberapa pemilik lahan lainya yang digunakan untuk jalan transportasi dalam 

pengambilan batu marmer, selain lahan yang dilewati adapula kerusakan 

dalam jalan raya yang sering dilewati oleh masyarakat Desa Temon.
13

 

Kemudian dalam ija>rah apabila ijarah telah berakhir, penyewa 

berkewajiban mengebalikan barang sewaannya jika barang tersebut dapat 

dipindah ia wajib menyerahkan kepada pamiliknya, jika bentuk barang 

sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan 

kosong dari barang-barang yang digunakan, akan tetapi berjalanya waktu 

alat-alat besar yang digunakan disanapun masih berada di lahan dan pemilik 

lahan tidak bisa bercocok tanam di lahan tersebut karena tanah yang rusak 

dan alat-alat yang masih di lahan yang disewa sebelum berakhirnya waktu 

sewa, pemilik lahan hanya dijanjikan setelah waktu sewanya habis akan 

memperpanjang waktu sewa akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan 

                                                           
12

 Yuli Kurniawati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Agustus 2020. 
13

 Slamet, Hasil Wawancara, Ponororgo, 22 September 2020. 



 

 

dari PT tersebut sedangkan alat-alat besarnya masih berada di lahan 

tersebut.
14

   

Kemudian dalam pengupahan dari pihak PT memberi uang kepada 

pemilik lahan. untuk luas tanah sesuai dengan pemiliknya masing-masing 

Terdapat 5 Pemilik lahan dan luas lahan yang berbeda-beda dan tentunya 

dengan harga sewa yang berbeda-beda pula, lahan oleh bapak Slamet dengan 

luas tanah sekitar 3.105M
2 

dengan harga sewa Rp 40.000.000,00 (Empat 

Puluh Juta Ribu Rupiah)  untuk luas tanah yang dimiliki oleh bapak Samirin 

sekitar 2.000M
2
 dengan harga sewa RP 30.000.000,00. ( Tiga Puluh Juta Ribu 

Rupiah) untuk luas tanah yang dimiliki  bapak Slamet B kurang lebih 

2.000M
2
 dengan harga sewa Rp 30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Ribu 

Rupiah)  untuk luas tanah bapak Suji 1.560M
2
 dengan harga sewa sebesar Rp 

22.000.000,00. (Duapuluh Dua Juta Ribu Rupiah) dan yang terakhir yaitu 

milik bapak Wahono yang memiliki luas tanah 2.500M
2 

dengan harga sewa 

sebesar Rp 35.000.000,00. (Tiga puluh Lima Juta Ribu Rupiah).
15

 

Dalam wawancara dengan pihak PT Java Stone Perkasa dengan secara 

online dikarenakan selama pandemi covid-19 ini pekerjaan yang berada di 

kantor di jadwalkan dan pihak PT membolehkan peneliti untuk secara online 

mengenai beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada pihak PT 

mengenai kerjasama Antara Pemilik Lahan Batu Marmer dengan PT tersebut. 

Alasan dari pihak PT kenapa belum diperpanjang kerja sama tersebut karena 

masih perlu waktu untuk memperbarui data untuk memperpanjang, dan untuk 
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 Ibid,. 173. 
15

 Slamet, Hasil Wawancara, Ponororgo, 22 September 2020. 



 

 

masalah pengupahan yang harus dibayar kepihak pemilik lahan yaitu sudah 

disepakati bahwasanya sistem yang dipakai yaitu sistem sewa dan pihak PT 

mengambil batu-batu marmer yang ada di lahan tersebut, setiap lahan 

dihargai dengan berbeda-bea dikarenakan dilihat dari luasnya lahan dan 

banyaknya batu yang diambil. 

Akan tetapi ada akad diawal akan terjadi perubahan apabila ada 

kenaikan harga dan hasil timbang batu marmer tersebut, tetapi selama PT 

tersebut menyewa dan menyetorkan batu marmer tersebut tidak ada 

pemberitahuan akan timbangan dan kenaikan harga. Maka dari itu dari pihak 

pemilik lahan ingin mengetahui bagaimana kelanjutan perjanjian ini agar 

sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
16

   

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai masalah ini dengan judul:” Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Di 

Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Dengan 

PT. Java Stone Perkasa Tulungagung” 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Antara Pemilik 

Lahan Batu Marmer Di Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone Perkasa Tulungagung? 
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 Slamet.,Hasil wawancara, Ponorogo, 22 September 2020. 



 

 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Dalam 

Praktik Kerja Antara Pamilik Lahan Batu Marmer Dusun Kajaran Desa 

Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Dengan PT. Java Stone 

Perkasa Tulungagung?  

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berakhirnya Sewa Dalam 

Praktik Kerja Antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dusuk Kajaran Desa 

Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone 

Perkasa TulungAgung? 

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik kerja 

antara pemilik lahan batu marmer di Dukuh Kajaran Desa Temon 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem 

pengupahan dalam praktik kerja antara pamilik lahan batu marmer Dusun 

Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. 

Java Stone Perkasa Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap 

berakhirnya sewa dalam praktik kerja antara pamilik lahan batu marmer 

Dusun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

dengan PT. Java Stone Perkasa Tulungagung. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat terhadap 

kontribusi dalam pengembangan pemahaman terhadap muamalah dan 

hukum Islam yang belum banyak masyarakat awam memahami istilah-

istilah akad perjanjian yang sesuai dengan Hukum Islam. khususnya akad 

ija<rah sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian dan dapat memberikan manfaat secara teori dan aplikasi 

terhadap ilmu ekonomi khususnya dalam hal sewa-menyewa dan upah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Pihak Pelaksana Sewa dan Penyewa 

Untuk pihak penyelenggara agar lebih tegas dalam menindak 

lanjuti masalah-masalah yang muncul sehingga dapat meminimalisir 

risiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara, dan untuk pihak 

penyewa agar lebih bijaksana. 

 

b. Masyarakat 

Lebih terbuka wawasannya terhadap kegiatan tolong-menolong 

(bermuamalah) khususnya dalam kegiatan sewa menyewa (ijārah) 

sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dan kritis terhadap 

berbagai kegiatan muamalah khususnya di bidang sewa-menyewa 

(ijārah). 



 

 

c. Bagi Penulis 

 Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah 

pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah ilmu 

pengetahuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan bagi masyarakat dan pemilik lahan serta pelaku usaha 

bisnis lain agar dapat menjalankan aktifitas bisnis yang aman dan sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. Dan penelitian ini sebagai wujud 

pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syariah jurusan 

Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.  

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan masalah sewa menyewa telah banyak di bahas dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya antara lain : 

Pertama, Purnama, Hadi Jaka. 2019. Tinjauan Fikih Muamalah 

Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Udin Safala, M.H.I.”Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecematan Panekan Kabupaten 

Magetan”.
17

 Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut 

Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad sewa-menyewa kios di 

pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan? Dan 
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Bagaiaman pandangan fikih muamalah terhadap sistem pembayaran sewa-

menyewa kios di pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan?. 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan interview (wawancara), observasi (pengematan) dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang didapat ialah akad yang digunakan dalam praktik sewa-

menyewa kios di pasar Desa Milangasri tidak sesuai dengan fikih muamalah, 

karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad dalam ijarah yaitu 

ketidakrelaan pihak mu‟jir (pemerintah Desa Milangasri) yang disebabkan 

pelanggaran yang dilakukan pihak penyewa terhadap objek sewa berupa 

perubahan atau pemodifikasian objek sewa dengan cara menambahi teras 

tambahan. Sistem pembayaran dalam praktik sewa-menyewa kios di pasar 

Desa Milangasri tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena tidak 

terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati 

kedua belah pihak. 

Kedua, Saifullah, Mahmudi. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sewa-menyewa Alat Wifi “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
18

 

Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. latar belakang permasalahan di 

atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1. Tinjauan hukum Islam 
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terhadap perjanjian sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Tinjauan hukum Islam terhadap 

penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi”  

Di Desa singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan field research (penelitian lapangan) 

yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari 

data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih 

menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang 

diperolehdari data lapangan. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian sewa menyewa alat wifi di Anton Wifi belum sesuai 

denganketentuan hukum Islam dalam akad sewamenyewa karena Syarat akad 

dalam sewa menyewa tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi 

dalam sewa menyewa alat wifi yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian 

(shulhu) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak 

melakukan mufadhah atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaiakan alat 

wifi yang mengalami kerusakan. 

Ketiga, Dwi Rianti, 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa 

Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 



 

 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
19

 Pembimbing Lia Noviana, 

M.H.I. Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam sewa-menyewa pohon 

mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sitem pembayaran dalam sewa-

menyewa pohon mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Penelitian memilih 

praktik sewa-menyewa pohon mangga yang terjadi di kalangan masyarakat 

Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data yang 

didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan teori ijarah untuk menjawab 

rumusan masalahnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad 

sewa-menyewa pohon mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan prinsip ijarah, 

Keempat, Faizah Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan 

Kamar Kost (Studi Kasus Dikelurahan Sumbersari, Kecamatan 

Lowokwaru, Malang)” dengan subjek penelitian mahasiswa UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, sedangkan obyek penelitian tentang pembayaran uang 

muka dalam penyewaan indekos. Dan kesimpulan dari skripsi tersebut adalah 
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pembayaran uang muka yang dilakukan dengan menggunakan kesepakatan 

akad awal ataupun urf akan sah menurut Hukum Islam.
20

 

Kelima, Ratri Widiastuti dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro 

Kota Yogyakarta” menyimpulkan bahwa praktek sewa menyewa kamar 

(indekos) yang mengandung unsur merugikan akan sesuai dengan Hukum 

Islam jika pihak yang dirugikan merasa ridha ataupun pihak yang merugikan 

itu memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbedaan skripsi ini 

terdapat dalam subjek penelitiannya, yaitu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan obyek penelitian tentang penentuan uang sewa 

menyewa.
21

  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal terpenting 

suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, dan gejala social, 

penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena social atau 

lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.
22

 

Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik antara lain : alamiah, 

manusia sebagai instrument, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk 
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keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian 

dirundingkan dan disepakati bersama. 

Dengan penelitian kualitatif ini peneliti akan mengadakan penelitian 

lapangan dengan mengamati tempat kejadian dan akan melakukan 

wawancara terhadap pemilik lahan yaitu bapak Slamet dan empat pemilik 

lahan lainya kemudian melakukan wawancara dengan pihak PT untuk 

mengetahui bagaimana kelanjutan kerjasama antara PT dengan pemilik 

lahan di dusun kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo, kemudian peneliti akan melakukan tinjauan-tinjauan lainya 

dengan pengamatan, dan dari beberapa buku yang menjelaskan tentang 

teori yang akan kami bahas dalam penelitian ini.
 
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo.  

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan dan 

menggali data yang berkaitan di lapangan yaitu: 

1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja anatara 

pemilih lahan batu marmer dan PT. Java Stone Perkasa. 

2) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan 

pada praktik kerja anatara pemilik lahan batu marmer dan PT. 



 

 

3) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem berakhirnya 

pada praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer dengan PT. 

b. Sumber Data 

Sedangkan sumber data  dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, 

yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data 

yang didapat langsung dari lapangan. Semua data yang dieroleh 

dari pemilik Lahan Batu marmer dan dari pihak PT. Dalam hal ini 

peneliti menanyakan langsung kepada pemilik lahan yaitu Bapak 

Slamet salah satu pemilik lahan dan dari beberapa masyarakat 

setempat dan Bapak Awi selaku pihak dari PT. Java Stone Perkasa 

Tulungagung. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian, yaitu data 

yang diperoleh dari al-Qur‟an, Hadith dan buku-buku literatur serta 

karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, khususnya tentang ijarah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan atau responden. 



 

 

Data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan tolak ukur untuk 

menilai kebenaran data (informasi). 

Dalam hal wawancara peneliti langsung bertemu dengan salah 

satu pemilik lahan batu marmer dan melakukan wawancara mengenai 

beberapa data yang diperlukan peneliti, akan tetapi tidak bisa 

melakukan wawancara ke semua pemilik lahan dikarenakan pemilik 

lahan sudah lanjut usia sehinga tidak berkenan untuk di wawancarai 

akan tetapi bapak Slamet salah satu pemilik lahan faham betul akan 

beberapa lahan yang di jadikan tambang batu marmer pula, karena ini 

dalam kondisi pandemi covid-19 wawancara ada juga yang peneliti 

lakukan secara online berhubung tidak bisa ditemui. 

b. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.  

Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi 

ke Pemilik Lahan Batu Marmer dan melakukan pengamatan ke lahan 

yang berada di Dusun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kaupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 



 

 

monumental dari seseorang, hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya kalau didukung oleh 

dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk 

mengumpulkan data terkaitgambaran umum akan tempat yang 

dijadikan tempat penelitian dan kondisi lapangan dan beberapa dampak 

akan adanya pengambilan batu marmer yang terjadi di desa tersebut 

dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung. 

5. Teknik Analisa Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar,foto, dan sebagainya. Data tersebut 

banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari, dan ditelaah, 

langkah berikutnya penelitian kualitatif mengadakan reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.  

Abstrasi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti,proses, 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 

dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunya dalam satuan-satuan. 

Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya.
23

 

Disamping itu analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan 

pengaturan secara sitematis transkip wawancara, catatan materil lainya 

yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri 
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tentang data, dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa 

yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-

masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi dari 

penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. 

BAB II    : IJARAH DAN UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM 

Bab ini merupakan gambaran umum tentang konsep ijarah yang 

meliputi: Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan 

Syarat Ijarah, Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah, kemudian 

Pembayaran Upah. 

BAB III: PRAKTIK KERJA ANTARA PEMILIK LAHAN BATU 

MARMER DUKUH KAJARAN DESA TEMON 

KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN PT JAVA STONE PERKASA TULUNGAGUNG 



 

 

Dalam bab ini merupakan penyajian data dari penggalian dan 

pengumpulan data penelitian yang berisi: pembahasan disini 

menjelaskan bagaimana praktik kerja antara pemilik lahan batu 

marmer di Dusun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

Tulungagung, bagaimana pengupahan yang terjadi antara Pmilik 

lahan dengan PT tersebut, dan bagaimana berakhirnya sewa. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

KERJA  ANTARA PEMILIK LAHAN BATU MARMER DI 

DUKUH KAJARAN DESA TEMON KECAMATAN 

SAWOO KABUPATEN PONOROGO DENGAN PT.JAVA 

STONE PERKASA TULUNGAGUNG 

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang 

di lapangan meliputi: Bagaimana Tinjaun Hukum Islam terhadap 

praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer di Dukuh Kajaran 

Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. 

Java Stone Perkasa TulungAgung?, Bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam terhadap sistem pengupahan dalam praktik kerja antara 

pemilik lahan batu marmer Dusun Kajaran Desa Temon 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone 

Perkasa TulungAgung?. Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Berakhirnya Sewa Dalam Praktik Kerja Antara Pemilik 

Lahan Batu Marmer Dusuk Kajaran Desa Temon Kecamatan 



 

 

Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

Tulung Agung? 

BAB V    : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari uraian 

skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang didasarkan pada 

rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis. 

 



 

BAB II 

IJARAH DAN UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM 

A. Pengertian Ijarah 

ija<rah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasa adalah al-

iwadh, arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut MA. 

Tihami, ija<rah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan 

dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, dengan 

memberikan pembayaran sewa tertentu.
1
  

ija<rah adalah suatu jenis akad yang untuk mengambil manfaat dengan 

jalan pergantian.
2
 Secara etimolog ija<rah , adalah “Upah” atau “ganti” atau 

“imbalan”.
3
 Secara terminologi, menurut penulis kitab mughni Muhtaj adalah: 

ija<rah adalah akad untuk mendapatkan sebuah manfaat yang mengadung 

maksud tertentu dan diketahui, serta boleh menerima pengganti atau boleh 

dengan pengganti tertentu.
4
 Dalam bahasa  arab ija<rah adalah jenis akad untuk 

diambil manfaatnya dengan jalan pergantian sejumlah uang. Sedangkan 

dalam ensiklopedia Muslim ija<rah dikenal sebagai akad terhadap manfaat 

untuk masa tertentu dengan harga tertentu.
5
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Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan, ija<rah 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Hanafiyah, ija<rah adalah akad untuk membolehkan pemilikan 

manfaat yang dikeahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan.  

Maksud akad perjanjian menurut Hanafiyah ini adalah  ijab dan 

qobul. Dalam sebuah contoh apabila ada seseorang menyewa mobil  

selama dua hari, maka setelah dua hari masanya habis, pemilik mobil 

berhak meminta mobilnya. Jika orang tadi belum mengembalikan mobil 

yang disewa maka bagian setiap hari sejak masa habis ada ongkosnya 

setiap hari sampai dia mengembalikan mobil tersebut. Maksud dari 

Mahzab   Hanafiyah yang menyewa berhak mendapat uang ganti rugi atau 

denda.
6
 

2. Menurut Malikiyah, ija<rah adalah nama bagi akad-akad unuk kemanfaatan 

yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat  dipindahkan. 

3. Menurut Asy-Syafi‟iyah, ija<rah adalah akad atas sesuatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti  atau 

kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut Syafi‟iyah bahwa akad 

perjanjian adalah manfaat yang bisa  diambil dari barang ataupun jasa 

yang dijual.
7
 

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 

ija<rah  adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 
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5. Menurut Sayyid Sabiq,  ija<rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian.
8
 

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ija<rah adalah akad yang objeknya ialah 

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan. 

7. Menurut Idris Ahmad, Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain 

dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. Menurut istilah 

adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. 

8. Menurut Sheyh Syihab al-Din dan Sheyh Umayrah bahwa yang dimaksud 

dengan ija<rah ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 

memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
9
 

9. Menurut Zuhaily bahwa ija<rah ialah transaksi pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah  

sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.
10

 

10. Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000, Ijarah adalah “ 

Akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atau jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembaaran sewa aau upah, tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan iu sendiri” dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan    

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang   

menyewakan kepada penyewa. 
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11. Menurut koplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Ija>rah yaitu sewa barang 

dengan jangka waktu tertenu dengan pembayaran. 

12. Menerut KUH Perdata ija>rah adalah: “ Suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain   

kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan           

kesepakaan. Orang dapat menyewakan sebagai jenis barang baik yang 

tetap maupun yang bergerak”. Landasan syara‟ hampir semua ulama ahli 

fiqih sepakat bahwa ija>rah  disyaratkan dalam Islam. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa ija>rah disyaratkan berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunah 

dan Ijma‟. 

B. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar-dasar hukum atau rujukan ija>rah adalah Al-quran, Al-sunah dan 

Al-ijma‟.
11

  

1. Dasar hukum ija>rah dalam Al-Qur‟an  

a. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 32. 

                    

                 

                   

Artinya: “Apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka perhidupkan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 

atas sebahagiaan yang lain beberepa derajat, agar 
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sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahaggian 

yang la. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan”.
12

  

 

Relevansi ayat diatas adalah lafadz “Sukhriyan” yang terdapat 

dalam ayat diatas bermakna “saling mempergunakan”.  

Menurut Ibn Kathir, sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin 

Juwaini lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling 

mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atauyang lain, 

karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, 

terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam 

kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa 

mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, 

salah satunya dengan akad sewa-menyewa (ijarah). Dengan demikian 

dapat digunakan sebagai istidlal atas keabsahan praktik ijarah.
13

  

b. Surat al-Qhaasas ayat 26-27 

                       

                     

                      

                    

Artinya:   

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:“ Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
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orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): 

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu 

seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk 

orang-orang yang baik”.
14

 

 

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa 

yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya 

meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan 

kambing. Menurut Ibn Kahtir sebagaimana dikutip Dimyauddin 

Djawaini cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang 

dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.
15

  

c. Surat at-Thalaq ayat 6 

                 

                    

                       

        

Artinya:  
“Tepatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk meny empitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang 

sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepaa mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian mereka menyusukan 

(anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya: 

dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; 
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dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untukmu”
16

 

 

Dalam Tafsir Al-Maraghiy makna dari ayat “fain arda‟na lakum 

fa;tuhunna ujrahunna” adalah jika mereka menyusui anak-anakmu 

sedang mereka dalam keadaan di talaq ba‟in karena sudah habis masa 

iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh 

menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan 

upah yang sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau 

walinya dari anak-anak.
17

 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” ( QS. AL-Qashash:26).
18

 

2. Hadith 

a. Hadith Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi: 

عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا الَْْجِيَر 
   (أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقوُُ. )رواه إبن ماجة

Artinya: “…Dari Abdullah bin Umar RA, berkata bahwa Rasulullah 

saw, telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu 

sebelum keringatnya kering.”  ( Riwayat Ibnu Majah).
19

 

 

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad ija>rah 

yakni memberikan pembayaran upah dengan secepat mungkin. 

Relevansinya dengan praktik kontrak ijarah pada saat sekarang adalah 

adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan 
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kesepakatan/ batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-

nunda pemberian upahnya. 

b. Hadith riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa‟i dari Saad bin Abi 

Waqqash menyebutkan: 

رَسُوْلُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ عَلَيْوِ  كُنَّا نَكْرىِ الَارْضَ بِاَ عَلَى السَّوَا قِى مِنَ الزَّرعِْ فَ نَ هَى
          عَنْ ذَالِكَ وَامََرْناَ انَْ نَكْر بَ هَا بِذَىَبٍ اوَْ فَضَّةٍ  :وَ سَلَّمَ 

Artinya: “Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan 

hasil tanaman yang tumbuh disana. Rosulullah lalu melarang 

cara yang demikian dan memerintahkan kami agar 

membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Riwayat 

Ahmad dan Abu Dawud).
20

 

 

c. Hadith riwayah Imam Muslim 

Dan menurut pendapat hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad 

dari Sayidina Ali, ia berkata:  

 أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأمََرَنِ فَأَعْطيَْتُ الَْْجَّامَ أَجْرَهُ 

“Sesungguhnya Nabi SAW berbekam dan beliau perintahkan aku untuk 

memberikan upah kepada Tukang Bekamnya”.  

 

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ija>rah itu adalah untuk 

memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak 

orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain 

banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang 

membutuhkan uang. Dengan adanya ija>rah keduanya saling 
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mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan 

manfaat.
21

 

Dari riwayat Imam Muslim berkata dalam hadith nya yang berarti 

“Dari Humaid, ia berkata: “Anas bin Malik pernah ditanya tentang 

pekerjaan membekam, maka dia berkata: Rasulullah pernah berbekam 

dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah. Beliau  

memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha‟ makanan dan 

berbicara pribadi kepada keluarganya, maka mereka membebaskan 

pajaknya. Kemudian beliau bersabda: “sebaik-baiknya obat yang kamu 

gunakan guna berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat 

yang paling baik bagimu.”. (HR. Muslim).
22

 

3. Ijma‟ 

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya. Menghindari mafsadat (kerusakan, bahaya) 

harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.  

Dan semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama‟ yang 

membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara 

mereka yang berbeda pendapat, tetapi hail itu tidak dianggap.
23

 

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah -mengupah 

adalah boleh, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan 

(ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda 
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pendapat. Hukum ija>rah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 

dan tetapanya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma‟qud 

„alaih, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan 

kemanfaatan. 

Kami katakan bahwa sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 

fuqaha Amshar dan fuqaha periode pertama. Tetapi dari Al-Asham dan 

Ibnu Aliyah diriwayatkan tentang pelarangan sewa menyewa itu. 

Fuqaha yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam 

urusan tukar menukar terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, 

seperti halnya barang-barang nyata. Sedang manfaat sewa menyewa pada 

saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak 

penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi. Tentang hal ini, 

dapat kami katakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat 

transaksi akad, pada galibnya manfaat itu akan dapat dipenuhi. Sedangkan 

dari beberapa manfaat tersebut, syarak hanya memperhatikan transaksi 

yang dapat galibnya akan dapat dipenuhi. Atau adanya keseimbangan 

antara dapat dipenuhi dan tidak dipenuhi.
24

 

Fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan rumah, 

kendaraan (hewan), dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang 

(mubah). Begitu pula baju dan hamparan tikar. Tetapi mereka berselisih 

pendapat tentang persewaan tanah, air, tukang azan, jasanmengajar al-

Qur‟an, dan binatang pejantan. Fuqaha yang melarang sama sekali sewa-
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menyewa tanah berpegangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik 

dengan sanad dari Rafi‟bin Khadij r.a:  

                                  ﴿أخرجو البخاري و مسلم﴾ أَنَّ رسُوْلُ اِ﵁ صَلَّى اللُّو عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ نَ هَى عَنْ كِراَءِ الْمَزاَرعَِ 
Artinya: “Rasulullah Saw, Melarang persewaan tanah pertanian”  

(HR. Bukhari dan Muslim).  
Menurut mereka, hadith ini bersifat umum, dan mereka tidak 

memperhatikan per-takhsis-an perawi seperti yang diriwayatkan oleh 

Malik, ia berkata, “Kemudian saya bertanya kepada Rafi‟ bin Khadij 

tentang penyewaan tanah dengan emas dan perak.‟ Maka jawabanya, “ 

Tidak apa-apa” 

Dan dari Rafi‟ itu pula Ibnu Umar r.a. meriwayatkan hadith yang 

sama, dengan mengambil keumumannya. Sebelumnya, Ibnu Umar sendiri 

juga telah menyewakan tanahnya, namun kemudian meninggalkannya. 

Pendapat tersebut didasarkan atas pendapat yang memandang bahwa 

ketentuan umum tidak di-takhsis-kan oleh kata-kata perawi.
25

 Dari segi 

pemikiran para fuqaha tersebut perpendapat bahwa dilarangnya persewaan 

tanah itu, lantaranya adanya unsure penipuan di dalamnya. Demikian itu 

karena kemungkinan bahwa tanaman tersebut akan tertimpa bencana, baik 

karena kebakaran, terserang hama, atau kebanjiran. Akibatnya penyewa 

harus membayar sewa tanah tanpa memperoleh manfaat apa pun.  

Al-Qadhi Ibnu Rusyd berkata: yang paling tepat dalam hal ini bahwa 

maksud diperkenakannya persewaan untuk memberikan kemurahan 

kepada orang banyak, karena banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan, 
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seperti larangan menjual air. Segi kesamaan antara tanah dan air adalah 

karena keduanya merupakan pokok kejadian. 

Mengenai kebolehan menyewakan manfaat, Syafi‟i mensyaratkan 

agar manfaat tersebut mempunyai nilai secara mandiri. Karena itu, tidak 

boleh menyewakan buah apel untuk dicium, atau makanan sebagai 

penghias toko, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri 

(independent). Malik dan Syafi‟I sama-sama melarang hal itu.  

Sementara itu menurut jumhur ulama yang secara prinsip 

membolehkan praktik penyewaan tanah, mereka berbeda pendapat dalam 

beberapa aspek yang terkait dengan masalah jenis biaya sewa. Menurut 

pendapat Imam Syafi‟i dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan 

emas, perak dan benda-benda yang lain. Dan diperbolehkan menyewakan 

tanahnya yang kosong dengan tamar dan dengan setiap buah-buahan yang 

halal untuk dijual.  
26

Seseorang diperbolehkan pula menyewakan tanahnya 

yang kosong untuk ditanami gandum atau jagung atau lainnya. Dengan 

dalil :  

كنا نكري الارض بِا على السو افى الزرع فنهى ر سولا﵁ صلى ا﵁ عليو 
                                               و سلم ذالك أمر نا بذىب أوورق

“ Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman 

yang tumbuh. Rasululllah melarang kami dengan cara itu, dan 

memerintahkan kami agar membayar dengan uang atau perak.”( H.R. Abu 

Daud). 
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Menurut sebagian ulama boleh menyewakan tanah kecuali dengan 

dirham serta dinar saja, ini merupakan pendapat Rabi‟ah serta Sa‟id bin 

Musayyab.  
نهى رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم عن ا﵀ا قلة و المز ابنة و قال انما يز 

رع ثلاثة: رجل لو الارض فهو يزر عها. ورجل منج أرضا فهو يزرع ما منح ور 
                                                جل استكرى أرضا بذىب أوفضة
                     

“ Rasulullah SAW. melarang al-Muhaqalah dan al-Muzabanah, dan 

beliau bersabda, sesungguhnya orang yang menanam itu ada tiga yaitu: 

orang yang memiliki tanah kemudian ia menanaminya, orang diberi tanah 

kemudian ia menanam apa yang diberikan kepadanya serta penyewa 

dengan emas atau perak. ” (H.R. Abu Daud).  

Menurut pendapat mereka, hadits ini menjelaskan dan 

mengklasifikasikan tentang siapa saja yang mengolah dan menanami 

lahan, sehingga tidak boleh keluar dari batasan klasifikasi tersebut. hadits 

tersebut tidak boleh dilanggar, karna hadits lain bersifat mutlak, sedangkan 

hadits ini bersifat muqayyad, maka seharusnyalah mutlak itu itu dibawa 

kepada muqayyad.
27

 

Dibawah ini adalah beberapa pendapat ketetapan hukum dalam 

Ija>rah diantaranya yaitu:  

a. Hukum Sewa-Menyewa 

Dibolehkan Ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan 

lain-lain tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan. 

1) Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah 
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Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah 

kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah,  

hukum ijarah sesuai denagn keberadaan manfaat.
28

 

Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa hukum 

ijarah tetap pada keadaanya. Dan hukum tersebut menjadikan masa 

sewa, seperti benda yang tampak.
29

 

2) Keberadaan upah dan hubunganya dengan akad 

Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, keberadaan upah 

bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi 

diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan „aqid. 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah 

didasarkan pada tiga perkara yaitu mensyaratkan upah untuk 

dipercepat dalam zat akad, mempercepat tanpa adanya syarat, dan 

dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang 

yang akad bersepakat untuk mengakhiri upah hal itu dibolehkan.  

3) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ma‟qud „alaih (barang 

sewaan) harus diberikan setelah akad.  

4) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan dating 
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Ijarah untuk waktu yang akan dating dibolehkan menurut ulama 

Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan Syafi‟iyah 

melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.  

b. Cara memanfaatkan barang sewaan sebagai berikut:  

1) Sewa Rumah  

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkan 

sesuai kemauanya.  

2) Sewa Tanah 

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan 

ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. 

3) Sewa Kendaraan Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau 

kendaraan lainya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu 

waktu dan tempat.  

c. Perbaikan Barang Sewaan 

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika 

penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau 

yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini 

bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetapi, jika kerusakan 

disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan 

perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.
30

 

Menurut ulama Hanafiyah jika barang yang disewakan rusak, 

seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknya yang 
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berkewajiban memperbaikinya, tetapi tidak boleh dipaksa sebab pemilik 

barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. 

Apabila penyewa bersedia suka rela memperbaiki ia tidak mendapatkan 

upah karena dianggap sukarela.  

d. Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa 

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah 

menyerahkan kunci jika yang disewa rumah dan jika yang disewa 

kendaraan, ia harus meyimpannya kembali di tempat asalnya. 

e. Hukum Upah-Mengupah 

Upah mengupah atau ijarah „ala al-a‟mal, yakni jual-beli jasa, 

biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, 

membangunkan rumah, dan lain-lain. Ijarah „ala al-a‟mal terbagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Ijara>h Khusus 

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumanya, orang 

yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah  

memberinya upah. 

b.  Ijara>h Musytarik 

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. 

Hukumanya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.
31
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C. Macam-Macam Ija>rah  

Dilihat dari segi objeknya, akad ija>rah terbagi menjadi dua, yaitu ija>rah 

yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.
32

 ija>rah bersifat 

manfaat merupakan manfaat yang diperbolehkan syari‟at untuk dipergunakan, 

ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang 

untuk melakukan suatu pekerjaan.
33

 

1. ija>rah yang bersifat manfaat, harta benda yang diakadkan harus memenuhi 

persyaratan berikut: 

a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. 

b. Objek ija>rah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung 

dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 

c. Objek ija>rah 

d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. 

e. Harta benda yang menjadi objek ija>rah harus dapat dimanfaatkan 

berulang-ulang. 

2. ija>rah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.  

a. ija>rah  Mutlaqah (leasing), yaitu kegiatan perekonomian sehari-hari. 

b. Ba‟iu at-ta‟jiri (hire purchase) adalah akad sewa-menyewa barang atara 

bank (mu‟jir) dan penyewa (musta‟jir) yang disertai janji bahwa pada 

saat yang telah ditentukan, kepemilikan barang berpindah menjadi milik 

penyewa. 
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c. Musyarakah muntanaqisah adalah kombinasi antara akad musyarakah 

dan ijarah (perkongsian dan sewa). 

D. Rukun, Sifat Ija>rah, Syarat Ija>rah dan Syarat Upah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qobul, antara lain 

dengan menggunakan kalimat: al-ija>rah, al-isti‟jar, al-iktira‟, dan al-ikra.  

1. Rukun Ija>rah 

a. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang sewa-menyewa dan upah 

mengupah. Mu‟jir adalah orang yang menerima upah dan yang 

menyeewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir dan 

musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasyaruf ( 

mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt berfirman dalam 

QS.An-Nisa Ayat 29:     

                       

           

Artinya: “…hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).
34

 

 

b. Shighat ibab qobul anatara mu‟jir dan musta‟jir. 

c. Ujrah (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya, oleh kedua belah pihak, 

baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. 
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d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa 

ketentuan berikut ini: 

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
35

 

2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).  

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut syara‟, bukan hal yang dilarang. 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)nya hingga waktu 

yang ditentukan dalam perjanjian dalam akad.
36

 

Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi mengatakan, 

sebagaimana dijelaskan oleh M.Ali Hasan dalam bukunya, rukun ijarah 

yaitu ijab dan qobul saja ( ungkap menyerahkan dan persetujuan sewa-

menyewa. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat 

diantaranya:  

a. Orang yang berakad (aqidain). 

b. Sewa/imbalan (Ujrah). 

c. Manfaat (Manfa‟ah). 

d. Ijab dan Qobul ( Shighah). 
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2. Sifat Ijarah 

ija<rah menurut ulama Hanafiyah, yang dijelaskan oleh Rachmat 

Safe‟i dalam bukunya adalah akad lazim (mengikat), hanya saja boleh di 

fasakh (di batalkan) dengan sebab adanya udzur, seperti yang telah kita 

ketahui, hal ini di dasarkan pada firman Allah Swt ( Qs. Al-Maidah 5:1).  

 …     …  

Artinya: “Penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.”
37 

Sebaliknya, Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah adalah akad 

lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang 

merusak pemunahannya, seperti hilangnya manfaat. Berdasarkan dua 

pendapat diatas, maka akad Ijarah merupakan akad yang mengikat, 

sehingga tidak bisa di batalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang 

merusak pemunahan manfaat.
38

 Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

sifat-sifat persewaan, beberapa pandangan para fuqaha sebagai berikut:  

Jumhur fuqaha Amshar, yakni Malik, Abu Hanifah, dan Syafi‟I, 

pada garis besarnya sependapat bahwa di antara syarat-syarat persewaan 

itu harga dan manfaatnya harus jelas.  

Golongan Zhahiri dan sekelompok ulama salaf membolehkan 

penyewaan sesuatu yang tidak diketahui, seperti jika seseorang 

memberikan himar kepada penjual air atau pencari kayu bakar dengan 

mengambil separuh dari penghasilannya. 
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Jumhur fuqaha mengemukakan alasan bahwa sewa-menyewa itu 

pada dasarnya juga sama dengan jual beli. Karena itu, segala sesuatu yang 

menghalangi jual beli, karena adanya unsure “ketidaktahuan” terhadap 

tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku bagi sewa menyewa 

(Ijarah). 

Menurut pendapat jumhur fuqaha, qiradh dan musaqah 

dikecualikan oleh hadith. Karena itu, tidak bisa diqiyaskan dengan qiradh 

dan musaqah lantaran telah keluar dari aturan pokok.
39

 

Malik dan Syafi‟I sependapat bahwa jika kedua belah pihak 

menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudah 

akad maka cara seperti ini dibolehkan. Menurut Malik maksdu permulaan 

waktu tersebut adalah waktu terjadinya akad persawaan. Tetapi Syafi‟I 

melarang, karena mengandung unsure penipuan (gharar). Sedang Malik 

membolehkan, karena bisa diketahui berdasarkan kebiasaan yang beraku. 

Syafi‟i juga melarang jika permulaan waktu tertunda dan terlambat 

dari akad, tetapi Malik membolehkannya. 

Malik dan Syafi‟I juga berselisih pendapat tentang batas waktu 

yang digunakan untuk menilai manfaat ini. Malik membolehkan hal itu 

untuk beberapa tahun. Sedangkan Syafi‟i melarang persewaan tersebut 

untuk masa yang lebih dari satu tahun.  

Ibnul Qasim membolehkan persewaan tabah-tanah tersebut ubtuk 

masa bertahun-tahun lamanya. Sedangkan Ibnul Majisyun merinci dengan 
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mengatakan bahwa tanah yang diairi dengan air sumber boleh disewakan 

untuk masa sampai empat tahun lamanya.  

Demikian juga Malik dan Syafi‟i berbeda pendapat jika masa sewa 

menyewa tidak dibatasi sedang masa minimal yang wajib dibayar 

ditetapkan, seperti jika seseorang berkata “ saya sewa rumah ini darimu 

dengan harga sekian perbulan”, tetapi kedua belah pihak tidak menetapkan 

masa tertentu bagi persewaan itu.  

3. Syarat Ijarah 

Sebagai sebuah akad atau transaksi ijarah baru dianggap sah apabila 

telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 

umum dalam transaksi lainya yaitu ada beberapa syarat dalam akad ijarah, 

dibedakan menjadi empat yaitu:  

a. Syarat terjadinya akad ( syarat al-in‟iqad). 

Syarat yang berhubungan dengan pelaku akad menurut ulama 

Syafi‟iyah dan Hanabilah, seperti yang telah dikutip oleh Wahbah Az-

Zuhaili dalam bukunya menyatakan bahwa disyaratkan telah baligh dan 

berakal. Oleh karena itu, jika orang yang belum baligh dan tidak 

berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka 

atau diri mereka (sebagai buruh), menurut pandangan mereka ijarah 

nya tidak sah. Tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai 

syarat mumayyiz adalah syarat dalam ijarah dan jual-beli, sedangkan 

baligh adalah syarat berlakunya (syarat annafaadz).  



 

 

Apabila ada anak yang mumayyiz diri atau hartanya, maka 

hukumnya sah akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.
40

 

b. Syarat berlangsungnya akad ( syarat an-nafadz). 

Syarat berlakunya akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan 

atau kekuasaan (al-wilayah). Akad ijarah yang dilakukan oleh seorang 

fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) itu 

tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut 

Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang digantungkan pada persetujuan 

dari pemilik sebagaimana berlakunya dalam jual-beli.
41

 

c. Syarat sahnya akad (syarat ash-shihah). 

Syarat sah ijarah berhubungan dengan pelaku akad, objek akad, 

tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad ijarah 

adalah sebagai berikut: 

1) Kerelaan kedua belah pihak.  

Karena kedua belah pihak yang beralad menyatakan kerelaan 

untuk melakukan akad ijarah.
42

Jika salah satu diantaranya terpaksa 

melakukan adak itu maka akadnya tidak sah. Hal terserapa lama 

mabut seperti firman Allah dalam surah Al-Nisa Ayat 29: 
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                        

                   

    

Artinya:  

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (QS.Al Nisa : 29). 

 

Dari penjelasan ayat tersebut, sangat jelas bahwa suatu 

transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa atau 

tidak saling rela maka suatu transaksi tersebut dianggap tidak sah. 

2) Hendaknya objek akad bermanfaat 

Yaitu diketahui manfaat sifat kegunaanya untuk menghindari 

perselisihan. Jika manfaat yang akan menjadi objek akad ijarah itu 

tidak jelas maka akanya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan 

berapa lama manfaat di tangan penyewa. 

3) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) 

maupun syara‟ 

Menurut kesepakatan fuqoha, akad ijarah tidak dibolehkan 

terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata 

(hakiki), seperti menyewa onta yang lepas dan orang bisu untuk 

bicara, maupun secara syara‟, seperti menyewakan wanita haid untuk 

membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang 

masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir. 



 

 

4) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara 

syara‟ 

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan 

secara syara‟. Sebagai contohnya menyewa kitab untuk ditelaah, 

dibaca dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati menyewa 

jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang 

sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh orang lain ( 

pembunuh bayaran). Dan orang islam tidak boleh menyewakan 

rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah . 

4. Syarat- syarat upah (Ujrah) 

a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui  

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta 

dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-

kriterianya. Karena sewa adalah pembayaran atas nilai manfaat,
43

 

berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas. 

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti 

jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah 

makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah 

makananya, maka akad itu tidak dibolehkan. Karena sewa merupakan 

pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan harus 

diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah yang Artinya: “ 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; Telah 
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memberikan kepada kami Abdullah dari Syu‟bah dari Hammad dari 

Ibrahim dari Abu Sa‟id berkata” Jika kamu mempekerjakan orang maka 

beritahukan upahnya”. (HR.An-Nasai). 

Hal ini karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, 

padahal ukuranya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak 

jelas. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, 

seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah 

makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah 

makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan 

tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukuranya tidak jelas 

sehingga membuat status upahnya tidak jelas.
44

  

1) Upah jasa menyusui 

Tidak dibolehkan bagi seorang mengupah istri untuk menyusui 

anaknya sendiri, hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah 

SWT. Akan tetapi, perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui 

hukumnya boleh, dengan upah yang konkrit atau berupa makanan 

dan pakaian. Pada masalah ini, ketidak jelasan dalam masalah upah, 

pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan. Biasanya ada 

toleransi terhadap orang yang menyusui dan member kelapangan 

kepadanya, sebagai pertanda menyayangi anaknya.  
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Disyaratkan juga ada kejelasan mengenai masa waktu 

menyusui, mengetahui anak yang disusui, dan mengetahui tempat 

jasanya tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur‟an 

surat Al-baqarah ayat 233. 

                          

                             

                           

                       

                     

                         

   

Artinya:  

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:233).
45

 

 

Wanita yang menyusui tersebut, statusnya sebagai orang 

upahnya khusus. Oleh karena itu, ia tidak dibolehkan menyusui bayi 
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lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dan segala apa yang 

diperlukan untuk kepentingan bayi, baik mencuci pakaian maupun 

menyiapkan makanan bayi. 

2) Upah makanan dan pakaian 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberi upah 

dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan 

sebagian ulama tidak membolehkan. 

Kemudian menurut Imam Malik dan Ahmad Bin Hanbal. Abu 

Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain 

pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafi‟I, Abu Yusuf, 

Muhammad Hadiwiyah, dan al-Manshur Billah berpendapat tidak 

sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkrit. 

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang 

membolehkan upah makanan dan pakaian karena sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat. 
46

 

3) Upah yang menjadi bagian dari objek akad 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah menjadi batal 

apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang 

ia kuliti, menyewa penggiling dengan sebagian biji-bijian yang 

digiling atau satu sha‟ dari tepungnya. Hal itu karena tidak diketahui 

apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya 

bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian 
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itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran 

tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong 

karena termakan ulat. 
47

 

Akan tetapi berbeda halnya dengan Ulama Malikiyah 

sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya 

bahwa, dibolehkannya hal demikian, dasar dibolehkannya yaitu 

karena ia meyewa dengan upah bagian yang diketahui. Dan upah 

penggilingan dari bagian makanan itu juga jelas.  

Ulama Malikiyah juga berpendapat dalam pendapat yang 

masyhurnya, akad penyewaan pengulit dengan upah kulit hewannya 

adalah tidak sah. Hal itu karena ia tidak berhak mendapatkan kulit 

itu kecuali setelah selesai dikuliti, sedangkan tidak dapat diketahui 

apakah setelah dikuliti kulit itu tetap dalam keadaan baik atau 

rusak?. Begitu juga menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-

bijian karena tidak jelas ukurannya. Jika dengan ukuran yang jelas 

maka hukumnya yaitu boleh, seperti jika seorang menyewa pengulit 

dengan imbalan kulit tertentu yang telah lepas dari hewannya.  

4) Upah pengosongan tempat 

Upah pengosongan tempat (dalam masyarakat Arab saat ini 

dikenal dengan istilah khuluwul yad) adalah dibolehkan. Pemilik 

barang (pemberi sewa) boleh mengambil sejumlah uang tertentu 

sebagai imbalan pengosongan tempat. Uang yang diambil itu 
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dianggap penyegaran sebagai upah yang desepakati dalam akad. 

Sedangkan upah yang diberikan setiap bulan atau tahun adalah 

bagian lain dari upah yang dibayar belakang. Imbalan pengosongan 

tempat yang diambil oleh penyewa sebagai imbalan melepas hak 

pemanfaatan barang tak bergerak yang ia sewa adalah boleh selama 

masa waktu penyewaan masih tersisa, jika tidak maka itu dianggap 

tindakan ghasab yaitu diharamkan. 

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang jelas sejenis dengan objek akad  

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. 

Misalnya, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa 

dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan 

pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama 

Hanafiyah adalah cabang dari riba.  

Mereka mengaggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat 

melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam 

sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara 

sedikit demi sedikit sesuai dengan  manfaat. Oleh karena itu, manfaat 

pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak 

menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka 

terjadilah riba nasiah. 

 

 



 

 

5. Hak menerima upah (ujrah).
48

 

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat diantara adalah: 

a. Pekerjaan telah selesai. 

b. Mendapat manfaat, apabila ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 

kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada 

selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal. 

c. Ada kemungkinan untuk mendapat manfaat. Jika sewa berlaku, ada 

kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu, sekalipun tidak 

terpenuhi secara keseluruhan. 

d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan 

pembayaran.
49

 

6. Syarat mengikatnya akad (Syarat Al-Luzum). 

a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak 

pemanfaatnya.  

Barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang 

menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Jika 

terdapat kecacatan dalam barang yang disewakan, maka orang yang 

menyewa (musta‟jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan 

mengurangi uang sewa dan membatalkanya. Contohnya: sebagian 

rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau 

mogok.  
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Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad 

ijarah jelas harus fasakh ( batal). Karena ma‟qud alaih rusak total, dan 

hal ini menyebabkan fasakh-nya akad. 

Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-fasakh ( 

membatalkan) ijarah. Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu 

pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh mem-

fasakh (membatalkan) akad. Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip 

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya membagi udzur (alasan) yang 

mewajibakan fasakh dalam tiga jenis yaitu:  

1) Udzur dari pihak penyewa, contohnya, jika penyewa bangkrut atau 

beralih dari pekerjaan tertentu menjadi petani, atau dari petani 

pedagang, atau dari satu profesi ke profesi lain.  

2) Udzur dari pihak yang menyewakan, contohnya, jika yang 

menyewakan tertimpa utang yang sangat besar dan tidak dapat 

melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan 

membayarnya dengan harganya.  

3) Udzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan, contoh yang 

pertama, seperti jika seorang menyewa kamar mandi di sebuah 

kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu, kemudian 

ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib 

membayar upah pada pemiliknya. Contoh kedua, menyewa untuk 

bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh undang-undang.
50
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Persyaratan upah (Ujrah) dalam bentuk manfaat yang sejenis 

dengan objek akad adalah cabang dari riba menurut Ulama Hanafiyah. 

Alasanya ini berdasarkan anggapan bahwa adanya kesatuan jenis saja 

dapat melarang sebuah akad dalam riba nasi‟ah, yang berakibat salah 

satu pihak berpulang terlambat dalam menerima manfaat secara utuh. 

Seperti halnya sewa-menyewa (ijarah) pertanian dibayar dengan 

pertanian, sawah dengan sawah, tanah dengan tanah, yang kesemuanya 

adalah satu jenis. 

E. Pembayaran Upah dan Sewa 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika 

akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta 

tidak ada ketentuan penanggihanya, maka menurut Abu Hanifah, wajib 

diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang 

diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri.
51

 

Jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia 

berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaan. 

Hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai berikut:  

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang 

diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda: Hadith Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi: 
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لَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا الَْْجِيَر أَجْرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَ
    قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقوُُ. )رواه إبن ماجة(

Artinya: “…Dari Abdullah bin Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, 

telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum 

keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah)
52

 

 
Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali 

bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-ijarah mengalir 

selama penyewaan berlangsung.
53

 Adapun tanggung jawab yang disewa (ajir) 

dan gugurmya upah yaitu: 

1. Ajir Khusus  

2. Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja 

sendiri dan menerima upah sendiri,seperti pembantu rumah tangga. Jika 

ada yang rusak, tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. 

3. Ajir Musytarik 

Seperti pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam 

menetapkan tanggung jawab mereka. 

1. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi‟i  

Pendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab 

atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali 

bila disebabkan oleh pemusuhan. 

2. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah 
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Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan 

jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali 

jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.
54

 

3. Menurut Ulama Malikiyah 

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan 

walaupun tidak sengaja atau kelalaiannya. Hal itu didasarkan pada hadis 

yang  

      يوَُ د  ااَخَدَ تْ حَتََ تُ ؤَ ا﵁ ص م: عَلىَ الْيًدِ مَ  ل رسولاق
  )رواه أحمد وا اصحاب السنن الآربعتو(

“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil bertanggung-

jawab membayarnya.” (HR.Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).
55

 

 

Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit, 

menurut Ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah 

tersebut akan menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut: 

1. Tidak menjaganya 

2. Dirusak dengan sengaja 

Dalam ajir musytarak, apabila murid ajir ikut membantu, pengajarnya 

yang tanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

3. Menyalahi pesanan penyewa. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila 

barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama syafi‟iyah ajir bekerja di 

tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, 
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apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat 

tersebut senanda dengan pendapat ulama Hanabillah. 

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas. Hanya 

saja diuraikan lagi:  

1. Jika benda ada di tangan ajir 

a. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas 

pekerjaan tersebut. 

b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas 

pekerjaannya sampai akhir. 

2. Jika benda berada di tangan penyewa pekerja berhak mendapat upah 

setelah selesai bekerja.
56

 

Di atas menurut beberapa pandangan dan pendapat para ulama yang 

menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengerti yang harus dilakukan 

dalam hal akad sewa-menyewa yang sering terjadi dikalangan masyarakat 

yang tidak lepas dari bermuamalah. 

Menurut Malik dan Abu Hanifah pembayaran harga sewa itu harus 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Kecuali jika 

disyaratkan, atau memang ada hal-hal yang mengharuskan pembayaran 

terlebih dahulu, seperti halnya dalam bentuk imbalan tertentu, atau persewaan 

menjadi tanggungan. 

Sedangkan menurut Syafi‟i berpendapat bahwa harga itu harus dibayar 

dalam akad yang sama. Sedangkan menurut Malik, bahwa hal mengeluarkan 
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harga itu hanya didasarkan pada imbalan yang diterima. Sementara menurut 

Syafi‟I bahwa kelambatan pembayaran harga termasuk kategori utang dengan 

utang. 

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah  

Setiap transaksi ijarah tertentu ada batas waktu yang telah disepakati 

bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang 

sudah disepakati di awal, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang 

ditentukan. Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya ijarah adalah: 

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang 

disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka 

semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada 

pemiliknya, apabila yang disewa itu jasa seseorang makan ia harus segera 

memberikan upah kepadanya. 
57

 

2. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu yang berakad karena 

ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan,tetapi menurut jumhur 

ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah satu yang 

bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah 

sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad. 

3. Menurut Ulama Hanafiyah apabila ada masalah dari salah satu pihak, 

seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang 

banyak, maka transaksi ijarah batal. Beda dengan jumhur ulama masalah 

yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah pada objeknya 
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mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, 

seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.  

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya 

fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, 

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh, Ijarah akan 

menjadikan batal bila terjadapat hal-hal sebagai berikut: 
58

 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan.
59

 

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian daganganya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan mem-fasakh kan sewaan itu. 

Seperti pendapat fuqaha yang berpendapat bahwa sewa menyewa 

merupakan akad yang tetap dan mengikat juga berselisih pendapat tentang 

hal-hal yang dapat membatalkan. Sekelompok fuqaha Amshar, yakni Malik, 

Syafi‟I, Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat bahwa sewa 

menyewa tidak dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan, seperti 

cacat atau tepat pemenuhan manfaatnya hilang. 
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Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, akad sewa dapat batal, 

karena munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika 

seseorang menyewa sebuah toko untuk berdagang, kemudian daganganya 

terbakar atau dicuri orang.  

Jumhur fuqaha beralasan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 

ayat 1 yang berbunyi:  

                          

                       

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu di halalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya”.
60

 

 

Yang ditujukan dalam penggalan ayat dalam surat Al-maidah ayat 1 tersebut 

dengan bunyi 

 

 …     …  

Artinya: “Penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.” 
Karena sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mendapatkan 

manfaat, maka akad itu serupa dengan nikah. Sewa menyewa juga merupakan 

perjanjian (akad) untuk mendapatkan imbalan. Karena itu, akad sewa 

menyewa tidak bisa dibatalkan, seperti halnya jual beli. 

Abu Hanifah beralasan bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk 

memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki 
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manfaat itu. Dan pendapat Maliki berpendapat, jika persewaan berbeda-beda 

pendapatnya tentang sewa barang tidak jelas, untuk pemenuhan manfaat yang 

jelas. 
61

 

Ijārah (perjanjian sewa-menyewa) merupakan perjanjian di mana 

masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak 

untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis 

perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik, sebagaimana diketahui, bahwa 

perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara 

sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.  

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak 

akan menjadi batal asalkan benda yag menjadi obyek sewa-menyewa tetap 

ada. Kedudukan salah satu pihak yang meniggal diganti oleh ahli warisnya. 

Demikian juga apabila terjadi jual beli karena jual beli tidak membatalkan 

sewa-menyewa.  

Seperti pendapat Malik, Syafi‟I, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur 

berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal dan dapat diwariskan. 

Sedangkan Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Laits berpendapat bahwa akad 

sewa menyewa itu batal. 

Fuqaha yang berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal 

beralasan bahwa sewa menyewa itu merupakan akad imbalan. Karena itu, 

tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam jual 

beli. Sedangkan fuqaha Hanafiyah beralasan bahwa kematian itu merupakan 
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perpindahan barang yang disewakan dari satu merupakan perpindahan barang 

yang disewakan dari satu pemilikan kepada pemilikan yang lain. Karena itu, 

akad tersebut harus batal. Seperti halnya jual beli barang yang disewakan 

pada waktu yang lama. Yakni ini tidak boleh. Karena dua akad tidak bisa 

berkumpul secara bersamaan, maka di sini yang dikuatkanadalah perpindahan 

hak milik. Sebab jika tidak makan hak milik tetap tidak ada yang mewarisi, 

dan ini bertentangan dengan ijmak.
62

 

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian 

(fasakh) sewa-menyewa adalah: 

1. Terjadinya „aib (Kerusakan) pada barang sewaan 

   بَسِي ثيَِابَكَ، وَالْْقِِي بأَِىْلِكَ وَقاَلَ لَِْىْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ فَ قَالَ: الِْ  

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda kepadanya, „Kenakanlah pakaianmu 

dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda 

kepada keluarganya, „Kalian sembunyikanlah kekurangannya 

dariku! ‟(HR Al-Baihaqi dan Abu Ya„la).  

 

Apabila terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan 

penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya. 

Dalam hal ini pihak yang menyewakan (mu‟jir) dapat meminta pembatalan 

atas perjanjian sewamenyewa tersebut.
63

 

Maksud dari hadith tersebut adalah apabila ada kerusakan dalam 

objek yang disewakan dan itu kelalian dari penyewa maka yang dan tidak 

seperti yang disepakati di awal makan penyewa boleh mengakhiri sewa. 
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2. Rusaknya barang yang disewakan. 

Apabila barang yang menjadi obyek sewa-menyewa mengalami 

kerusakan, sebab dengan kerusakannya atau musnah, sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya yang 

menjadi obyek sewa-meyewa adalah rumah, kemudian rumah yang 

diperjanjiakan tersebut terbakar. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih) 

Barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa 

mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang 

maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, contohnya pejanjian sewa-

menyewa karya, untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal celana itu 

mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan 

Yang dimaksudkan dalam hal ini apa yang menjadi tujuan dalam 

perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian 

sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati.
64

 

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijārah dari salah satu pihak seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. 

Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan 

salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, 
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meskipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang 

dimaksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga menyebabkan 

perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, seperti halnya tanah yang menjadi obyek sewa-

menyewa disitu oleh aparat negara karena suatu sebab tertentu, maka 

perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan atau berakhir.  

Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, uzur yang dapat 

membatalkan perjanjian sewa-menyewa ialah apabila obyek sewa-menyewa 

tersebut mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang 

dipersewakan, seperti kebakaran, terkena tanah longsor, dilanda banjir dan 

lain-lain.  Salah satunya menurut Imam Abu Hanifah ada lima hal yang 

menyebabkan batal (fasah)nya sewa-menyewa diantaranya: 

1. Salah satu pihak mempunyai khiyar syarat, seperti halnya dalam sewa-

menyewa manfaat, misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah 

atau lainya, khiyar selama tiga hari. Baginya bisa membatalkan akad 

sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah 

mengetahuinya, akan tetapi apabila orang yang memiliki barang itu tidak 

mengetahuinya terhadap fasahnya, maka tidak menjadi fasah. 

2. Adanya khiyar ruyat, contohnya apabila seseorang menyewa tanah untuk 

ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainya, maka 

baginya punya hak untuk membatalkan 

3. Adanya khiyar aib, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau 

kendaraan atau yang lainnya, yang menyebabkan mudharat untuk dipakai 



 

 

atau ditempati dan rumah atau kendaraan tersebut terdapat cacat atau aib 

seperti robohnya rumah pada bagian jendelanya, maka sewa-menyewa 

tersebut akan batal. Aib ini berlaku pada tiga macam, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Aib timbul pada barang yang disewakan, tanpa pengaruh pada manfaat 

secara mutlak seperti apabila seseorang menyewa rumah kemudian 

jendelanya roboh atau ada yang rusak yang tidak membahayakan pada 

kemanfaatan dan manfaat rumah itu pun berkurang untuk ditempati, 

tidak bisa dimanfaatkan. 

b. Aib berpengaruh pada manfaat secara keseluruhan, sehingga pihak 

pengelola tidak bisa mengambil manfaat pada benda yang ia sewa 

untuk tujuan penyewaan barang tersebut pada waktunya. Misalnya 

apabila seseorang menyewa rumah kemudian rumah itu roboh. Hukum 

pada aib ini bahwasanya semua itu menjadikan gugur pada waktu 

robohnya rumah tersebut, tetapi akad itu tidak batal kecuali apabila 

yang menyewakan itu membatalkannya.  

c. Aib tersebut berpengaruh sebagian manfaat, sehingga mengurangi 

manfaat namun tidak menghabiskannya seperti apabila seseorang 

menyewa kendaraan kemudian ada yang rusak salah satu alat kendaraan 

tersebut. Fasakh disebabkan adanya aib adalah karena menolak 

kemudharatan, bukan karena aibnya barang. 

d. Terdapat uzur bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang 

disewakannya. Seperti seseorang yang memiliki barang mempunyai 



 

 

hutang dan tidak punya harta untuk membayar hutangnya selain 

menjual barang yang disewakan tersebut, maka fasahlah sewa-menyewa 

itu. 

e. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan syarat akad itu untuk 

dirinya sendiri bukan untuk orang lain, kecuali dalam keadaan darurat 

seperti penyewa meninggal di suatu tempat yang tidak ada hakim 

(qadi). 

f. Ulama madzhab Hanafi menambahkan: manakala perjanjian sewa-

menyewa telah berakhir, penyewa harus mengangkat tanganya, tidak 

ada kepastian untuk mengembalikan atau menyerahkan seperti barang 

titipan, karena ia merupakan akad yang tidak.
65

 

Menuntut adanya perjanjian, sehingga tidak mesti mengembalikan dan 

menyerah terimakannya. Pendapat Mazhab Hanafi diatas dapat diterima, 

sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian 

sewa-menyewa maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah 

diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan lampaunya waktu sewa, maka 

perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-

menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan 

barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang 

bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada 
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pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan 

langsung bendanya. 

2. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak 

bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada 

pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada 

harta pihak penyewa di dalamnya. 

3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang 

berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada 

pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.
66

 

G. Pengembalian Sewaan 

Jika ija>rah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 

barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya 

kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap („iqar), 

ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu 

tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari 

tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkanya. Dalam surat Al-

Zukhruf ayat 32. 

                      

                     

            

Artinya: “Apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka perhidupkan mereka dalam kehidupan 
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dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian atas sebahagiaan 

yang lain beberepa derajat, agar sebahagian mereka dapat 

mempergunakan sebahaggian yang la. Dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
67

  

 

Relevansi ayat diatas adalah lafadz “Sukhriyan” yang terdapat dalam 

ayat diatas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibn Kathir, 

sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Juwaini lafadz ini diartikan dengan 

“supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atauyang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu 

sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada 

dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa 

mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah 

satunya dengan akad sewa-menyewa (ijarah). Dengan demikian dapat 

digunakan sebagai istidlal atas keabsahan praktik ijarah.
68

 

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikanya untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan.
69

 

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman 

Ghazaly, et al dalam bukunya menyatakan bahwa, jika akad Ijarah telah 

berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang 

itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti 

kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan langsung pada 

pemiliknya . dan jika berbentuk barang yang tidak dapat dipindahkan ( 
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batrang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia 

berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan seperti 

keadaan semula.
70

 

Madzah Hambali berpendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi 

Suhendi dalam bukunya bahwa ketika Ijarah telah berakhir penyewa harus 

melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk 

menyerah terimakanya seperti barang titipan. Selanjutnya, mereka juga 

berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad Ijarah dan tidak terjadi 

kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi 

penyewa.
71

 

Dari dua pendapat atas, bahwa penyewa wajib mengembalikan barang 

sewaan ketika akad telah berakhir, dan apabila barang sewaan tersebut 

mengalami kerusakan yang tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban 

menanggung kerusakan bagi penyewa. 
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BAB III 

PRAKTIK KERJA ANTARA PEMILIK LAHAN BATU MARMER DI 

DUKUH KAJARAN DESA TEMON KECAMATAN SAWOO 

KABUPATEN PONOROGO DENGAN PT.JAVA STONE PERKASA 

TULUNGAGUNG 

A. Deskripsi umum tentang Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Ponorogo adalah kabupaten yang sangat padat penduduk, 

kota Ponorogo memiliki luas 1.306km
2, 

ikon reog membuat nama Ponorogo 

mendunia, yaitu ikon Reog Ponorogo, kota reog adalah sebutan orang-orang 

dan para wisatawan selama ini. Kabupaten Ponorogo memiliki banyak 

kecamatan yang sangat dibanggakan dan memiliki keindahan masing-

masing setiap kecamatan, kali ini peneliti akan mengalihkan pandangan 

dengan keindahan Kecamatan Sawoo yang memiliki luas 124,702km
2
. 

Letak Kecamatan Sawoo adalah di perbatasan Trenggalek dengan di 

kelilingi pegunungan yang memikat mata.
1
 

Akan tetapi peneliti akan mengupas salah satu desa yang sangat indah 

dengan keberadaan Gunung Bhayangkaki dan wisata lainya yaitu Desa 

Temon, Desa Temon adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sawoo yang letanya terasa diatas awan sebutan para anak muda yang 

menyebut Desa Temon sebagai desa diatas awan karena medan dan letak 
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desanya yang diatas. Desa Temon temasuk desa yang banyak penduduknya 

dan Desa Temon adalah salah satu desa yang memiliki wisata yang bisa 

memikat para wisatawan untuk melangkahkan kaki mendaki ke Gunung 

Bhayangkaki dan air terjun kokok yang indah, jumlah penduduk Desa 

Temon sekitar 7.610 penduduk tetap 3.870 laki-laki dan 3.740 perempuan.
2
 

Letak Desa Temon berada di perbatasan Desa Sooko Pulung dan Desa 

Tumpak Pelem di Desa Temon terdapat satu dusun yaitu dusun Senarang, 

Dusun Senarang sangatlah luas dan terdapat beberapa Dukuh diantaranya: 

a. Dukuh Mbrengolo Utara 

b. Dukuh Gombak 

c. Dukuh Genuk 

d. Dukuh Nduren 

e. Dukuh Njajar 

f. DukuhTalun 

g. Dukuh Putuk 

h. Dukuh Ndawuan 

i. Dukuh Narang 

j. Dukuh Mbnaran 

k. Dukuh Gedong 

l. Dukuh Gondang 

m. Dukuh Ngenengan 

n. Dukuh Belik Kuru 
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o. Dukuh Mbelimbing 

p. Dukuh Sambi 

q. Dukuh Kajaran 

r. Dukuh MbSengle 

s. Dukuh Mlaten 

t. Dukuh Ngelorok 

u. Dukuh Nderingo 

v. Dukuh Mlokolegi 

Desa Temon memang desa yang sangat padat penduduk dan sangat 

banyak terdapat dukuh didalamnya akan tetapi dari banyaknya dukuh yang 

ada anak-anak muda di desa tersubut tergabung dalam karangtaruna Putra 

Bhayangkaki yang sangat aktif didalam bidangnya masing-masing sehingga 

bisa membuat wisata Gunung Bhayangkaki yang sangat banyak diminati 

wisatawan selain karangtaruna merekapun tergabung dalam IPNU dan 

PSHT yang sama-sama berjalan dengan kompak.  

Untuk masalah pendidikan rata-rata anak di Desa Temon sekolah dari 

yang mampu sampai yang tidak mampu semua masih bisa sekolah, di Desa 

Temon terdapat 4 PLAY GRUP dan 4 TK, yaitu di Dukuh Genuk, Dukuh 

Narang, Dukuh Belik Kuru dan Mlokolegi, kemudian untuk SDN ada 4 

yaitu SDN Temon 1, SDN Temon 2, SDN Temon3,dan SDN Temon 4 yang 

tersebar juga dan ada MTS/MA DAAR AL-HIKMAH yang tahun ini akan 

merintis pembuatan pesantren tahfid di lingkungan MTS/MA tersebut yang 

letaknya di Dukuh Talun. 



 
 

 

2. Keadaan sosial ekonomi 

Keadaan sosial masyarakat Desa Temon yang terdiri dari 7.610 

penduduk. Kehidupan sosialnya menurut data yang tertera di balai Desa 

Temon dan sensus penduduk sangat baik dan tercukupi walaupun masih ada 

beberapa yang hidup sendiri tanpa anak cucu karena ditinggal transmigrai 

akan tetapi ekonominya masih tercukupi, dengan masyarakat yang memiliki 

kepedulian tinggi masyarakat Desa Temon menyelesaikan masalah dengan 

cara musyawarah mufakat dan gotong royong masyarakat Desa Temon pun 

cukup baik selama ini, sehingga tidak ada masyarakat yang terbilang tidak 

mampu dan tidak terurus.
3
 

Di Desa Temon rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani, 

adapula yang menjadi pedagang di pasar setempat. Akan tetapi mayoritas 

adalah petani. Tanah pertanian yang begitu luas mampu  menghasilkan 

panen yang luar biasa bagi masyarakat. Hasil panen yang mereka dapatkan 

seperti jagung, padi, kacang, sayuran, singkong, cabe dan rempah-rempah, 

dari hasil tananman yang ditanam setiap musim hujan tersebut membuat 

perekonomian masyarakat desa Temon sangat baik. Selain sebagai petani 

masyarakat Temon beberapa mayarakat sudah mulai membuat pertenakan 

ayam yang lumayan besar, itu juga membuat perekonomian masyarakat 

bertambah dan mereka sudah mulai memikirkan lahan yang ada untuk 

dibuat usaha seperti toko makanan, toko obat-obat pertanian, toko bangunan 

dan lain sebagainya. 
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3. Keadaan Agama 

Masyarakat Desa Temon mayoritas ialah beragama Islam. Kegiatan 

keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Temon ialah 

yasinan bapak-bapak pada malam Jum‟at dan yasinan ibuk-ibuk pada hari 

Jum‟at siang. Kelompok yasinan terbagi menurut daerah atau RT masing-

masing. Kelompok yasinan ini sudah terbentuk sejak dulu secara turun 

temurun, seiring berjalannya waktu selain yasinan mereka ingin 

mewujudkan kegiatan-kegiatan keagamaan lainya untuk menambah 

pengetahuan tentang keagaman dan untuk mempererat ukuwah masyarakat, 

kegiatan selain yasinan yaitu seperti mengadakan TPA (Taman Pendidikan 

Al-qur‟an kegiatan ini untuk anak-anak yang masih belajar mengenal huruf 

hijaiyah dan anak-anak yang ingin mendalami Al-qur‟an lebih baik lagi. 

Sarana TPA ini juga untuk mengenalkan anak-anak mengenai ibadah 

dan adap yang baik dalam masyarakat. Selain kegiatan anak-anak ada juga 

kegiatan ibuk-ibuk muslimatan kegiatan ini diadakan sebulan sekali dengan 

mendatangkan mubaliq-mubaliq yang akan menyampaikan beberapa 

ilmunya untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat, kegiatan IPNU 

pun diadakan secara rutin dengan mengasah kreaifitas anak-anak IPNU 

mengajak anak-anak lainnya untuk menampilkan bakatnya. Selain kegiatan 

itu adapula bagi bapak-bapak mengadakan dzikir pidak, istighozah bagi 

seluruh masyarakat, ibuk-ibuk dengan lantunan shalawat dan untuk anak-

anak muda sudah mulai mebuat penampilan-penampilan yang tidak kalah 

bagus dengan artis-artis ternama habsi modern yaitu semacam hadroh yang 



 
 

 

dipadu dengan alat-alat musik modern yang tidak ditinggalkan. Kegiatan-

kegiatan yang ada membuat keharmonisan bagi masyarakat Desa Temon 

semakin erat dan mengenal satu sama lain. 
4
 

Di Desa Temon mewajibkan setiap lingkungan atau dukuh memiliki 

mushola agar memudahkan untuk beribadah secara dekat, selain untuk 

tempat ibadah mushola juga digunakan untuk anak-anak belajar TPA. 

Menurut kami masyarakat Desa Temon sudah cukup baik untuk pemahaman 

keagamaan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa, dan lingkungan 

yang cukup tentram, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih 

minim juga akan pemahaman mengenai ibadah dan mengaji, dan masih 

sering dilihat masyarakat masih ada yang belom menerapka pada dirinya 

tentang adab dan masih melanggar parturan agama. 

B. Deskripsi Praktik Kerja antara Pemilik Lahan Batu Marmer Dukuh 

Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. 

Java Stone Perkasa Tulung Agung 

1. Akad yang dilakukan pihak PT. Java Stone Perkasa Tulung Agung 

dengan Pemilik lahan batu marmer Dukuh Kajaran Desa Temon 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dengan 

bermuamalah karena apapun kegiatanya manusia pasti berinteraksi dengan 

manusia lain yang dinamakan (muamalah). Timbal balik antara satu dengan 

lainya itu sudah biasa terjadi dalam masyarakat, kemudian dalam hal ini 
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yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi sewa-menyewa dan 

upah, dimana dalam melakukan akad atau perjanjian yang berkenaan 

dengan kemanfaatan atau mengambil manfaat sesuatu dengan memberikan 

pembayaran sewa tertentu.  

Begitu juga yang terjadi dalam Praktik kerja antara pemilik lahan batu 

marmer dusun Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo dengan PT Java Stone Perkasa Tulung Agung dengan luasnya 

Desa Temon peneliti disini hanya fokus terhadap satu Dukuh yaitu Dukuh 

Kajaran, Dukuh Kajaran adalah bagian dari Desa Temon yang baru-baru ini 

viral dikalangan pecinta alam akan ikon Gunung Bhayangkakinya dengan 

kreatifitas anak-anak karantaruna desa mengaktifkan sebuah wisata Gunung 

Bhayangkaki Desa Temon, Dusun kajaran ini berletak di dibawah Gunung 

Bhayangkaki disitu terdapat banyak batu marmer yang ada di lahan-lahan 

masyarakat setempat, dengan adanya batu marmer di dusun tersebut ada PT 

yang berniatan untuk kerjasama dengan pemilik lahan. 

Dan PT. JAVA STONE PERKASA TULUNG AGUNG menawarkan 

kerjasama dengan praktek ijarah (sewa-menyewa) anatara pemilik lahan 

dan PT pun membuat sebuah perjanjian, akan tetapi kurangnya pengetahuan 

akan hukum Islam dalam masyarakat belum sepenuhnya memahami anatara 

teori dan praktik, seperti yang terjadi di Dusun Kajaran tersebut terdapat 5 

Pemilik lahan yang dipenuhi oleh batu marmer, dengan berjalannya waktu 

ada keganjalan-keganjalan yang terjadi dalam pengolahan tambang batu 

marmer tersebut. 



 
 

 

Objek dalam sewa-menyewa ini adalah Lahan Batu Marmer yang 

manfaatnya yaitu diambil batu Marmer yang berada di lahan tersebut. Batu 

marmer adalah termasuk aset yang dimiliki beberapa warga di dusun 

tersebut, jika tidak ada PT yang ingin berkerjasama dengan pemilik lahan 

tersebut, pemilik lahanpun masih belum bisa memanfaatkan batu marmer 

tersebut, Setelah pihak PT berniatan untuk menyewa lahan tersebut dan 

mengambil manfaat dari batu marmer tersebut pemilik lahan merasa itu 

adalah aset yang selama ia miliki. Sewa-menyewa lahan tersebut telah 

berjalan 1 periode dengan jangka waktu 5 tahun, sebagaimana seperti yang 

dijelaskan oleh bapak Slamet:  

“Iya mbak, kerjasama antara pamilik lahan dan PT sudah berjalan 1 

periode mbak, dengan jangka waktu 5 tahun, lokasi yang di sewa pihak PT 

yaitu terdapat 5 lahan yang pemiliknya berbeda-beda walaupun berbeda itu 

masih saudara saya pemiliknya”.
5
 

 

Sebagaimana yang dijelaskan sudah berjalan 1 periode menyewa 

lahan batu marmer di Dukuh Kajaran seperti yang dikatakan bapak Awi dari 

pihak PT:  

“Kami bekerjasama dengan pemilik lahan batu marmer di dukuh ini sudah 

jalan 1 periode mbak, yaitu selama 5 tahun dan alasan kami mengambil 

batu marmer disini karna kualitas batunya yang bagus ”.
6
 

 

Lahan yang disewakan oleh pemilik lahan kepada PT. Java Stone 

Perkasa ini dibilang strategis yang bisa dikatakan seperti itu karena letak 

lahanya yang masih dekat dengan jalan raya menuju Dukuh Kajaran. Lahan 
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yang disewakan yaitu 5 lahan yang pemiliknya masih terikat saudara, seperti 

yang disampaikan bapak Slamet : 

“ Tempat yang disewa PT itu masih keluarga semua mbak, jadi masih satu 

nenek pemiliknya, nama mereka yaitu Bapak Samirin, Bapak Slamet B, 

Bapak Suji, Bapak Wahono dan saya mbak”.
7
 

 

Batu marmer yang diambil dari dukuh kajaran yang berada di 5 lahan 

tersebut akan di angkut alat berat dan di dijadikan beberapa bongkahan 

sesuai ukuran yang dikehendaki kemudian oleh pihak PT akan ada tempat 

timbang batu ditempat lahan dan akan diangkut oleh truk PT yang sudah 

berjejer untuk menyetorkan baru marmer tersebut ke Tulung Agung untuk 

dibawa ke pabrik batu marmer disana akan diolah sesuai pesanan. 

Pengambilan batu marmer yang berada di Dukuh Kajaran adalah milik 

pribadi bukan usaha untuk desa. Seperti penjelasan sekertaris desa bapak 

Sipur: 

“Awal mula adanya pengambilan batu marmer di dukuh kajaran ya karena 

kita mikir itu peluang untuk masyarakat sana mbak, itupun juga bukan 

usaha desa yang mengurus, jadi itu murni untuk pribadi bukan usaha desa, 

jadi desa tidak mengambil keutntungan apa-apa dari pengambilan batu 

marmer di dukuh kajaran tersebut mbak.” 
8
 

 

Seperti yang dikatakan oleh mbak Yuli Kurniawati: 

” Sekilas tau tentang pengambilan batu marmer itu ya mbak karna salah 

satu pemilik lahanya yaitu pakde saya, jadi itu ya milik pribadi 

pengambilanya, yang diambil oleh PT. JSP itu hanya 5 lahan yang masih 

banyak batu marmernya, dan semua itu satu keluarga masihan mbak, masih 

satu saudara tapi sudah pada nikah dan sudah punya rumah sendiri”.
9
 

 

Seperti hasil wawancara dengan bapak Slamet yang banyak kami 

mendapat info dari bapak Slamet: 
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” Iya mbak jadi pengambilan batu marmer ini setiap hari beroprasi akan 

tetapi pengangkutan ke TulungAgungnya tidak setiap hari, sesuai banyak 

tidaknya pengambilan dan penggalian batu tersebut, usaha ini tidak 

termasuk usaha desa mbak, ini milik kami ber 5 akan tetapi setiap lebaran 

pihak PT.JSP tetap member uang saku istilahnya kepada tokoh setempat di 

dukuh kajaran ini.”
10

 

 

Jadi pada intinya usaha ini milik pribadi bukan untuk usaha desa yang 

setiap penjualan atau setoran uangnya akan masuk usaha desa itu tidak. Jadi 

ini murni milik 5 pemilik lahan tersebut akan tetapi PT tetap memberi uang 

saku untuk tokoh setepat yang ada di ukuh kajaran mungkir karena rasa 

terimakasihnya karena sudah dibolehkan bekerjasama dengan 

masyarakatnya, begitu pula dengan pemilik lahan sesekali diberi uang saku 

dari pihak PT. JSP. 

2. Sistem pembayaran dalam praktik antara pemilik lahan batu marmer 

Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung. 

Dalam hal pembayaran yang terjadi antara pemilik lahan batu marmer 

dengan PT. Java Stone Perkasa terlah disepakati di akad awal bahwa akan 

dibayar secara lunas dengan waktu yang telah disepakati selama ini dan 

dengan luas lahan dari setiap pemilik lahan, perjanjian awal sudah 

sdisepakati oleh kedua belah pihak mengenai luas dan harga setiap 

lahannya.  

Seperti penjelasan Bapak Slamet selaku penanggung jawab atas kerja 

sama dalam keluarganya tersebut:  
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“ Untuk luas tanah sesuai dengan pemiliknya masing-masing Terdapat 5 

pemilik lahan dan luas lahan yang berbeda-beda dan tentunya dengan 

harga sewa yang berbeda-beda pula, lahan yang di miliki oleh bapak 

slamet dengan luas tanah sekitar 3.105M
2 

dengan harga sewa Rp 

40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Ribu Rupiah)  untuk luas tanah yang 

dimiliki oleh bapak Samirin sekitar 2.000M
2
 dengan harga sewa RP 

30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) untuk luas tanah yang 

dimiliki bapak Slamet B kurang lebih 2.000M
2
 dengan harga sewa Rp 

30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) untuk luas tanah bapak Suji 

1.560M
2
 dengan harga sewa sebesar Rp 22.000.000,00. (Duapuluh Dua 

Juta Ribu Rupiah) dan yang terakhir yaitu milik bapak wahono yang 

memiliki luas tanah 2.500M
2 

dengan harga sewa sebesar Rp 35.000.000,00. 

(Tigapuluh Lima Juta Ribu Rupiah).
11

 

 

Akan tetapi akad diawal akan terjadi perubahan apabila ada kenaikan 

harga dan hasil timbang batu marmer tersebut, tetapi selama PT tersebut 

menyewa dan menyetorkan batu marmer tersebut tidak ada pemberitahuan 

akan timbangan dan kenaikan harga, dan di awal akad akan di bayar sesuai 

perjanjian 1 tahun sekali secara lunas akan tetapi beberapa kali pihak PT 

melakukan pembayaran secara berangsur, Maka dari itu dari pihak pemilik 

lahan ingin mengetahui bagaimana kelanjutan perjanjian ini agar sama-sama 

diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.  

Seperti perjelasan bapak Slamet :  

“Dalam pembayaran sewa lahan tersebut 1 tahun sekali mbak, nah 

beberapa tahun ini pihak PT memberikan uang secara berangsur padahal 

diawal akan dilunasi sekali bayar, sudah beberapa kali ditanyakan kepada 

mandor dan pihak PT kenapa menjadin berangsur pembayaranya mereka 

selal menjawab jika alasanya tidak setiap hari mengambil natu 

maemrenya”. 
12

 

 

Dari pihak PT pun menjawab seperti yang dikatakan bapak Slamet 

diatas Bapak Awi:  
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“Kenapa kami tidak memberikan secara lunas karena pengambilan batu 

tidak setiap hari mbak, maka dari itu kami mengangsur pembayaran, 

kesalahan kami tidak membuat kesepakatan lagi dengan pemilik lahan yang 

kami sewa mbak”.
13

 

 

Untuk jangka waktu pembayaranya diberikan 1 tahun sekali dalam 

pengambilan batu marmer di lahan tersebut, kerja sama yang dilakukan oleh 

pihak pemilik tanah dan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung sudah 

berjalan 1 periode yaitu 5 tahun lamanya. Jadi pihak PT akan mengambil 

batu marmer yang berada di lahan dan akan diangkut ke  TulungAgung 

yang lebih tepatnya yaitu di pabrik marmer TulungAgung seperti yang 

dijelaskan Bapak Awi  terkait pengambilan batu marmer dan akan diolah 

kemana seperti yang dijelaskan diatas tadi.  

3. Berakhirnya praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer di 

Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung. 

Dalam praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer dengan PT Java 

Stone Perkasa Tulungagung terdapat perselisihan diantara keduanya, 

masalah yang dihadapi yaitu masalah ketidak tepatan dalam waktu, karena 

di awal perjanjian tidak ada pengurangan atau penambahan waktu dalam 

perjanjian tersebut, akan tetapi setelah waktu sewa habis seharusnya pemilik 

mengembalikan barang sewaan dan membayar dengan tepat waktu ternyata 

dari pihak PT belum seluruhnya mengososngankan tempat yang di sewa 

tersebut dengan alasan ingin memperpanjang masa sewa akan tetapi sampai 

saat ini hampir satu tahun masih belum ada kejelasan dari pihak PT. 
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Ada beberapa keluhan pemilik lahan dan masyarakat atas 

pengambilan batu marmer di dukuh kajaran tersebut, diawal perjanjian 

pihak penyewa yaitu PT. Java Stone Perkasa membolehkan pemilik lahan 

untuk bercocok tanam di lahan tersebut akan tetapi yang bisa di buat untuk 

bercocok tanam hanya yang sudah tidak ada alat-alat beratnya saja dan 

sudah selesai pengambilan batu di titik itu akan tetapi untuk lahan yang lain 

pemilik lahan tidak bisa bercocok karena alat-alat yang banyak dan merusak 

tanah sekitarnya, jadi selama ini pemilik lahan hanya bercocok tanam di 

daerah yang sudah tidak beroprasi dalam pengambilan batu marmer. 

Kemudian untuk masyarakat setempat sangat mengeluhkan kondisi jalan 

yang semakin rusak karena dilewati alat-alat berat dari PT dan truk-truk 

yang mondar-mandir dalam mengangkut batu tersebut untuk dibawa ke 

TulungAgung.  

Dalam sewa menyewa adalah harus utuh dengan barang yang disewa 

tidak terjadi kerusakan dengan beriringnya waktu terjadi kerusakan pada 

tanah yang dilewati oleh alat-alat berat yang digunakan dalam pengambilan 

batu marmernya, sedangkan dalam perjanjian hanya mengambil batu 

marmer dan pemilik masih bisa bercocok tanam dilahan tersebut akan tetapi 

perjanjian itu tidak berlaku karna terjadinya kerusakan seluruh tanah lahan 

tersebut, selain lahan yang dimiliki 5 pemilik lahan tersebut melewati 

beberapa pemilik lahan lainya yang digunakan untuk jalan transportasi 

dalam pengambilan batu marmer, selain lahan yang dilewati adapula 



 
 

 

kerusakan dalam jalan raya yang sering dilewati oleh masyarakat Desa 

Temon. 

Dalam kondisi ini masyarakat menuntut pihak desa untuk 

memperbaiki jalan yang rusak akan tetapi setiap ada perbaikan jalan selama 

ini pasti tidak lama kemudian akan rusak lagi karna untuk jalan truk yang 

setiap hari mengangkut batu marmer, posisi disini pengambilan batu 

marmer yang bekerjasama dengan pihak PT tersebut bukan usaha milik desa 

sehingga tidak ada pemasukan yang diberikan oleh pihak PT kepada pihak 

desa.  

Kerjasama yang dilakukan pemilik lahan di Dukuh Kajaran itu murni 

milik sendiri tidak ada kaitanya dengan usaha milik desa. Sedangkan setiap 

lebaran dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet pihak PT selalu 

memberi uang untuk perangkat yang berada di Dukuh Kajaran tersebut 

bukan memberikan untuk pihak desa. 

Pada saat ini masa sewa lahan tersebut sudah menginjak batas waktu 

yang ditentukan dalam 1 periode, akan tetapi semua alat beratnya masih 

berada di lahan seperti alat timbang batu, katrol, Truk, box besar, sehingga 

menghambat pemilik lahan untuk memanfaatkan tanah yang mereka miliki 

untuk bercocok tanam, alat berat yang berada dimana-mana dan tanah yang 

belom diratapun sangat menghamnbat pemilik lahan untuk bercocok tanam 

hingga saat ini, tanah yang rusak karna alat-alat tersebut dan bongkahan-

bongkahan batu marmer yang masih berserakan sangat meresahkan pemilik 



 
 

 

lahan dan masyarakat setempat yang lahannya masih berdekatan dengan 

lahan yang disewa oleh pihak PT. 

Seperti penjelasan bapak Slamet dan 2 pemilik lahan lainya:  

“Iya mbak kita dulu pemilik lahan yang disewa boleh menanami lahanya 

selama masa sewa tetapi karna alat-alat yang keluar masuk dari lahan 

tersebut sehingga kita tidak bisa bercocok tanam sama sekali, harus 

menunggu hingga pengerjaanya selesai baru bisa kita Tanami lahan 

tersebut. Kemudia setelah masa sewa habis alat-alat itupun belum dipindah 

dari lahan kami, dari pihak pemilik lahan sudah mengkonfirmasi kepada 

pihak PT akan tetapi selalu menjawab kalau ingin memperpanjang waktu 

sewanya. Tetapi sudah berbulan-bulan tidak ada omongan lagi mengenain 

perpanjangan waktu dan alat itu hingga saat ini masih berada di lahan-

lahan kami”.
14

 

 

Yang terjadi dilapangan saat ini yaitu semua alat-alat yang digunakan 

sewaktu masih beroprasi dalam pengambilan batu marmer disana masih 

berada di lahan pemilik tanah, sampai sekarang belum ada kejelasan akan 

dikemanakan alat tersebut dan pihak PT pun tidak ada omongan akan 

dipindah atau tidak. Sedangkan alat tersebut masih bagus dan tidak terurus 

disitu dan adanya alat yang masih tersisa disana membuat pemilik tanah 

tidak bisa bercocok tanam di lahan tersebut.  

Bukan hanya alat-alat dari pihak PT akan tetapi batu-batu maermer 

yang masih berserang tanpa di sisihkan oleh pihak PT dengan ala-alat 

tersebut itu meresahkan pemilik lahan setempat. 

Seperti penjelasan Bapak Awi:  

”Iya mbak kenapa kami belum memindahkan alat-alat kami, kami masih 

mengurus perpanjangan atas sewa lahan tersebut. Tetapi masih ada banyak 

kendala yang membuat kami tidak segera memperpanjang kontrak sewa 

tersebut”.  
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Dalam hal ini pihak PT. Java Stone Perkasa menjelaskan bahwa akan 

memperpanjang waktu sewanya akan tetapi sudah berbulan-bulan tidak ada 

kejelasan dari pihak PT kepada pemilik lahan sedangkan semua barang PT 

masih berada di semua lahan, tanpa menjelaskan ada masalah apa dalam 

pertpanjangan sewa yang tidak kunjung ada kejelasan sampai saat ini.
15

  

Resiko yang diperoleh oleh pihak pemilik lahan yaitu tidak bisa 

bercocok tanan di lahan mereka dikarenakan masih banyak alat berat dan 

batu marmer yang masih berserakan dimana-mana yang belum diangkut 

atau disisihkan oleh pihak PT dan tanah yang masih belum dirata membuat 

pemilik lahan bingung untuk bercocok tanam di lahanya tersebut.  

Jalan yang menjadi rusak juga menjadi keluh kesah masyarakat 

setempat seperti penjelasan Bapak Nani:  

“Jalan Temon ini sering mbak di benahi akan tetapi sering rusak juga 

karna apa, sering dibuat lewat truk setiap hari ngangkut batu dari kajaran, 

akan tetapi bagi pemilik lahan itu sangat menguntungkan mbak, karena 

setelah dipindah batu-batunya nanti akan bisa menjadi lahan yang luas, 

tetapi sangat banyak merugikan masyarakat sekitar untuk saat ini”. 
16

 

 

Begitu pula dengan penjelasan ibuk Muji: 

“Sebenarnya perangkat desa kita itu sangat memikirkan jalan desa Temon 

mbak, akan tetapi semenjak ada ta,bang batu di kajaran itu jalan temon 

sangat parah dan mudah rusak”. 
17

 

 

Penjelasan diatas adalah beberapa hasil wawancara dan beberapa 

masalah yang di keluh kesalahkan oleh pemilik lahan itu sendiri dan 

beberapa pihak seperti masyarakat setempat yang setiap hari mengenrti 

kondisi lingkunganya, dalam hal ini peneliti ingin membantu untuk 
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meluruskan permasalahan pemilik lahan dengan PT. Java Stone Perkasa 

agar tidak ada yang dirugikan dan masyarakatpun tidak mengeluhkan akan 

keberadaan tambang batu marmer tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA ANTARA 

PEMILIK LAHAN BATU MARMER DI DUKUH KAJARAN DESA 

TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO DENGAN  

PT. JAVA STONE PERKASA TULUNGAGUNG 

A. Analisis hukum Islam terhadap praktik kerja antara pemilik lahan batu 

marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak lepas dengan muamalah, 

dalam hal ini peneliti membahas tentang perjanjian Ijarah. Dimana dalil-dalil 

Al-Qur‟an  dan Sunah Rasul yang khusus membahas mengenai Ijarah amat 

sedikit, disbanding dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan dalam 

perkembangan kehidupan masyarakat. 

Fiqih menghimpun materi-materi hukum Ijarah yang merupakan hasil-

hasil ijtihad para ulama itu tidak mutlak mengikat generasi-generasi umat Islam 

berikutnya. Oleh karenanya, untuk menghadapi perkembangan hidup pada 

masa setelah para ulama itu, dimungkinkan bahkan diperlukan adanya ijtihad-

ijtihad baru.
1
  

Dalam masyarakat yang telah mengalami perkembangan kehidupan 

sekarang ini, timbul berbagai macam masalah baru yang antara lain 

menyangkut perjanjian Ijarah, baik yang berupa perjanjian sewa menyewa alat 
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modern, maupun berbagai macam perjanjian kerja, kesemuannya memerlukan 

ketentuan-ketentuan ijtihad yang baru pula. 

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah 

menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.  

Adapun dalam akad perjanjian sewa menyewa terhadap praktik antara 

pemilik lahan batu marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung, yaitu 

sebagai obyek dalam sewa menyewa ini. 

Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap 

bertindak dalam hukum, yaitu mempunyai kemampuan dapat membedakan 

yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy-Syafi‟i dan Hambali 

menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak 

sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang 

baik dan yang buruk (berakal).
2
 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bagaimana tentang 

akad dan aturan yang ada didalam praktik kerja antara pemilik lahan batu 

marmer dukuh Kajaran desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo 

dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung. Didalam kerjasama antara 

pemilik lahan dengan PT terdapat peraturan-peraturan selama beroprasinya 

pengambilan batu marmer di lahan tersebut.  
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Adapun peraturan yang dibolehkan oleh pihak PT yaitu diperbolehkan 

bercocok tanam di lahan tersebut selama pengambilan batu marmer, akan tetapi 

selama ini pemilik lahan tidak bisa bercocok tanam seperti yang diizinkan oleh 

pihak PT dikarenakan tanah yang rusak dengan bongkahan-bongkahan batu 

yang berserakan sehingga tidak bisa membuat pemilik lahan bercocok tanam 

seperti yang diizinkan.  

Adapun syarat sahnya ijarah yang berkaitan dengan pelaku akad, objek 

akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad Ijarah 

adalah sebagai berikut:
3
 

1. Kerelaan kedua belah pihak yaitu kedua belah pihak berbuat atas kemauan 

sendiri tidak ada paksaan. Sebaliknya, tidak ada paksaan dalam melakukan 

upah mengupah atau sewa menyewa antara satu pihak kepihak lain. Hal ini 

berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:  

                       

                    

     

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
4
 

 

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi 

dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa atau tidak saling rela, 
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maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Berdasarkan yang terjadi 

di lapangan, praktik antara pemilik lahan dukuh Kajaran desa Temon 

kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung terdapat keganjalan atau sedikit tidak rela dari salah satu 

pihak yaitu pemilik lahan dikarenakan adanya perjanjian dibolehkan 

bercocok tanam di lahan tersebut akan tetapi tidak bisa karena bnyaknya 

bongkahan-bongkahan batu marmer dan alat-alat yang berada dimana-mana 

begitu juga kondisi tanah yang belum dirata.  

2. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari 

perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad ijarah itu tidak 

jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan 

dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat 

di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama 

Syafi‟iyah memberikan syarat yang ketat.  

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, praktik sewa-menyewa lahan 

batu marmer dukuh Kajaran desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten 

Ponorogo sudah jelas manfaat guna sewa tersebut untuk mengambil batu 

marmer yang berada di lahan tersebut dan untuk jangka waktunya juga 

sudah jelas 1 periode yaitu 5 tahun. 

3. Sebaiknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun 

syara‟. 

Menurut kesepakatan fuqaha, akad ijarah tidak dibolehkan terhadap 

sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki). Berdasarkan 



 
 

 

yang terjadi di lapangan, untuk objek dalam praktik antara pemilik lahan 

batu marmer dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung dapat diserahkan 

secara nyata maupun syara‟. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek 

ijarah dibolehkan secara syara‟. Hendaknya manfaat yang terjadi objek 

ijarah dibolehkan secara syara‟. 

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, manfaat objek dalam praktik 

kerja antara pemilik lahan batu marmer dukuh kajaran desa Temon 

kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung dibolehkan secara syara‟ yaitu Pemilik lahan menyewakan 

objek tanahnya untuk diambil batu marmernya oleh pihak PT. Jika dilihat 

dari sahnya akad, praktik antara pemilik lahan batu marmer dukuh Kajaran 

desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone 

Perkasa TulungAgung sudah sesuai dengan hukum Islam. 

Kesimpulan dari analisis diatas adalah pertama kerelaan kedua belah 

pihak, awal mulanya pemilik lahan tidak rela karena perjanjian awal boleh  

bercocoktanam tetapi tidak bisa karena lahan yang rusak dan alat-alat 

tambang yang banyak, akan tetapi seiring berjalanya waktu pemilik lahan 

memahami kondisi yang ada di tambang kalau sulit untuk bercocoktanam, 

keuntungan yang diperoleh pemilik lahan setelah batu marmer tersebut 

diambil pihak PT lahan masyarakat yang ditempati PT Java Stone Perkasa 

TulungAgung menjadi lebih luas. 

Kedua objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari 

perselisihan, praktik sewa-menyewa lahan batu marmer dukuh Kajaran desa 



 
 

 

Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo sudah jelas manfaat guna 

sewa tersebut untuk mengambil batu marmer yang berada di lahan tersebut 

dan untuk jangka waktunya juga sudah jelas 1 periode yaitu 5 tahun.  

Ketiga objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun 

syara‟. Objek sewa yang terjadi dilapangan sudah diserahkan dengan nyata 

yaitu lahan yang disewakan kepada pihak PT Java Stone Perkasa 

TulungAgung yang akan diambil batu maermernya oleh pihak PT. 

B. Analisis hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Sewa-menyewa 

dalam praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer dukuh Kajaran 

desa Temon kecamatn Sawoo kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone 

Perkasa TulungAgung. 

Sistem Pembayaran Sewa-menyewa dalam praktik antara pemilik lahan 

batu marmer dukuh Kajaran desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten 

Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung telah disepakati oleh 

kedua belah pihak yang dicantumkan didalam peraturan bahwa jangka waktu 

pelunasan pembayaran adalah 1 tahun diakhir tahun bulan desember setelah 

kesepakatan secara lisan dibuat. Berdasarkan praktik dilapangan, terdapat 

pihak penyewa yang melanggar kesepakatan yaitu tidak melunasi sesuai 

kesepakatan awal akan tetapi pihak PT mengansur pembayaran. Masalah 

terpenting dalam setiap transaksi yaitu pembayaran upah. Pembayaran upah 

adalah suatu kewajiban yang harus di tunaikan oleh penyewa/ mengupah 

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah sendiri adalah hak yang harus 

diterima seseorang yang dipekerjakan setelah pekerjaannya selesai.  



 
 

 

Dalam Islam pembayaran upah haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. 

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. 

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta 

dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan criteria-kriterianya, 

karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut 

disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas. Karena sewa merupakan 

pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus 

diketahui dengan jelas. 

 Berdasarkan yang terjadi di lapangan, upah dalam praktik sewa 

menyewa pelik lahan batu marmer dan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung sudah jelas yaitu berupa uang tunai sebesar yang sudah 

disepakati. 
5
 

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (Ma‟qud 

„alaih).  

Yang terjadi di lapangan, upah dalam praktik sewa-menyewa dalam 

praktik antara pemilik lahan batu marmer dukuh Kajaran desa Temon 

kecamatn Sawoo kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung tidaklah berbentuk sejenis dengan objek, upah dalam sewa-

menyewa berupa uang tunai sedangkan objek disini berupa batu marmer 

dilahan tersebut.  

Adapun upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut: Pekerjaan 

telah selesai, Terdapat manfaat, jika ijārah dalam bentuk barang. Apabila 
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ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada 

selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal, Ada 

kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada 

kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak 

terpenuhi secara keseluruhan. 

3. Mempercepat pembayaran atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai 

dalam hal penangguhan pembayaran.  
Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang 

diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda: Hadith Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:  

عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أعَْطوُا الَْْجِيَر 
   (أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقوُُ. )رواه إبن ماجة

Artinya: “…Dari Abdullah bin Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, 

telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum 

keringatnya kering.”  ( Riwayat Ibnu Majah).
6
 

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad ijarah 

yakni memberikan pembayaran upah dengan secepat mungkin. 

Relevansinya dengan praktik kontrak ijarah pada saat sekarang adalah 

adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/ 

batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian 

upahnya. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 

kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-ijarah 

mengalir selama penyewaan berlangsung.  

                                                           
6
 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2 (Beirut: Daral Fikri, 1415 h), 2021.  



 
 

 

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, hak penerimaan upah atas sewa 

lahan batu marmer tidak memenuhi syarat dari hak penerimaan upah. Jika 

dilihat dari syarat hak penerimaan upah (ujrah), pembayaran dalam sewa-

menyewa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya hak 

penerimaan upah bagi mu‟jir yang disebabkan adanya penunggakan 

pembayaran dari pihak penyewa yang sebelumnya jangka waktu 

pembayaran telah disepakati kedua belah pihak.  

C. Analisis hukum Islam terhadap berakhirnya sewa dalam praktik kerja 

antara pemilik lahan batu marmer di Dukuh Kajaran Desa Temon 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa 

TulungAgung 

Jumhur fuqaha beralasan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 

ayat 1 yang berbunyi:  

                          

                      

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu di halalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya”.
7
 Yang ditujukan dalam penggalan ayat dalam surat Al-maidah ayat 1 

tersebut dengan bunyi. 

 

 

                                                           
7
 Al-Qur‟an,5:1. 



 
 

 

 …     …  

Artinya: “Penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.” 
Karena sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat, 

maka akad itu serupa dengan nikah. Sewa menyewa juga merupakan 

perjanjian (akad) untuk mendapatkan imbalan. Karena itu, akad sewa 

menyewa tidak bisa dibatalkan, seperti halnya jual beli.
8
 

Kondisi yang terjadi dilapangan selama ini adalah masa sewa lahan 

tersebut sudah menginjak batas waktu yang ditentukan dalam 1 periode, akan 

tetapi semua alat beratnya masih berada di lahan seperti alat timbang batu, 

katrol, Truk, box besar, alat berat yang berada dimana-mana dan tanah yang 

belom diratapun sangat menghamnbat pemilik lahan untuk bercocok tanam 

hingga saat ini, tanah yang rusak karna alat-alat tersebut dan bongkahan-

bongkahan batu marmer yang masih berserakan sangat meresahkan pemilik 

lahan dan masyarakat setempat yang lahannya masih berdekatan dengan 

lahan yang disewa oleh pihak PT.  

Dalam  Hukum Islam dalam sewa menyewa adalah harus untuh 

dengan barang yang disewa tidak terjadi kerusakan  Dengan beriringnya 

waktu terjadi kerusakan pada tanah yang dilewati oleh alat-alat berat yang 

digunakan dalam pengambilan batu marmernya sedangkan dalam perjanjian 

hanya mengambil batu marmer dan pemilik masih bisa bercocok tanam 

dilahan tersebut akan tetapi perjanjian itu tidak berlaku karna terjadinya 

kerusakan seluruh tanah lahan tersebut, selain lahan yang dimiliki 5 pemilik 

                                                           
8
 Ibnu Rusyid, Bidayah Mujtahid Analisa Fiqih Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2007).88. 



 
 

 

lahan tersebut melewati beberapa pemilik lahan lainya yang digunakan untuk 

jalan transportasi dalam pengambilan batu marmer, selain lahan yang dilewati 

ada pula kerusakan dalam jalan raya yang sering dilewati oleh masyarakat 

desa Temon. 

Seperti pendapat Ulama Malikiyah yaitu pekerja bertanggung jawab 

atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak sengaja atau kelalaiannya. 

Hal itu didasarkan pada hadis yang  

     اَخَدَتْ حَتََ تُ ؤَد يوَُ  ا﵁ ص م: عَلىَ الْيًدِ مَا ل رسولاق
“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil betanggung-jawab 

membayarnya.” (HR.Ahmad dan Ashab Sunan yang empat) 

 

Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit, 

menurut Ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah 

tersebut akan menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut: 

1. Tidak menjaganya 

2. Dirusak dengan sengaja 

Dalam ajir musytarak, apabila murid ajir ikut membantu, pengajarnya 

yang tanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

 Madhhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikanya untuk menyerahterimakannya, seperti barang titipan.  

Seperti yang terjadi dilapangan dan sudah dijelaskan diatas Ijarah 

adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada 

salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran. Dan dilapangan 

terjadi kerusakan tanah dan beberapa jalan yang dilewati oleh alat-alat besar 



 
 

 

selama pengambilan batu marmer, kemudian dalam hukum Islam ini tidak 

sesuai karena berakhirnya sebuah masa sewa lahan tersebut sudah menginjak 

batas waktu yang ditentukan dalam 1 periode, akan tetapi semua alat beratnya 

masih berada di lahan seperti alat timbang batu, katrol, Truk, box besar, alat 

berat yang berada dimana-mana dan tanah yang belom diratapun sangat 

menghambat pemilik lahan untuk bercocok tanam hingga saat ini. Sedangkan 

dalam syarat sah sewa jika sudah habis masa sewa sebaiknya mengosongkan 

dari benda apapun di tempat sewa tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam praktik kerja antara 

pemilik lahan batu marmer Dukuh Kajaran Desa Temon Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung:  

1. Akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa pemilik lahan batu 

marmer dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung untuk akad awal 

sudah sesuai dengan hukum Islam. Kerelaan kedua belah pihak juga suka 

sama suka, objek akad (manfaat) sudah jelas manfaatnya yaitu menyewa 

lahan untuk diambil batu marmernya, kemudian untuk objek akad 

diserahkan secara nyata yaitu lahan yang disewakan kepada pihak PT Java 

Stone Perkasa TulungAgung yang akan diambil batu maermernya oleh 

pihak PT. 

2. Sistem pembayaran dalam praktik kerja antara pemilik lahan batu marmer 

dukuh Kajaran desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dengan 

PT. Java Stone Perkasa TulungAgung, untuk bentuk dan manfaatnya sudah 

sesuai yaitu nilainya diketahui dan tidak sejenis. Berdasarkan yang terjadi 

di lapangan, hak penerimaan upah atas sewa lahan batu marmer tidak 

memenuhi syarat dari hak penerimaan upah. Jika dilihat dari syarat hak 

penerimaan upah (ujrah), pembayaran dalam sewa-menyewa tidak sesuai 

dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya hak penerimaan upah bagi 

mu‟jir yang disebabkan adanya penunggakan pembayaran dari pihak 



 
 

 

penyewa yang sebelumnya jangka waktu pembayaran telah disepakati 

kedua belah pihak. 

3. Sistem berakhirnya sewa dalam praktik kerja antara pemilik lahan batu 

marmer dukuh Kajaran desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo 

dengan PT. Java Stone Perkasa TulungAgung sudah sesuai dengan jangka 

waktu yang ditentukan yaitu 1 periode yaitu 5 tahun, akan tetapi ada 

ketidak sesuaian dengan hukum Islam dikarenakan sudah berakhirnya masa 

waktu sewa akan tetapi pihak penyewa belum mengosongkan lahan 

tersebut dari barang-barang miliknya.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis kemukakan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi pemilik lahan, agar lebih selektif menentukan pihak penyewa, harus 

lebih hati-hati dan lebih tegas dengan penyewa, harus membuat perjanjian 

yang kedua belah pihak ada yang tertulis secara resmi tidak hanya dalam 

lisan saja agar tidak dirugikan. 

2. Bagi penyewa, lebih memikirkan lagi dampak bagi pelik lahan dan 

masyarakat sekitar, agar melaksanakan kewajibanya sesuai dengan 

kesepakatan awal yang telah disepakati nersama dan menanamkan jiwa 

toleransi yang tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan menata ulang 

perjanjian secara resmi dan tidak merugikan salah satu pihak.  
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